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BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat {2)
dan ayat (4} Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal, dan Pasal 4 ayat {2} Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
Provinsi dan Rencana Umum  Penanaman  Modal
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2018 - 2025;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1959 Nomeor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724);



4.

10.

Ld:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587}, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana

Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar

Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanamarn Modal (Lembaran
Ncgara Republik Indonema Tahun 2014 Nomor 93);

.Peraturan Pres1der1' N{nnar 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Peldydnan ’E‘erpadu Satu Pintu (Berita
Negara Republik lndones;_a Tahun 2014 Nomor 221);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Pmduk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesm Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan KePala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyvusunan Rencana Umum
Pcndnaman ‘Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman
Modal Kabupaten / Kota (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 93],

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 2J;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun
2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2018 - 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Bupati adalah Bupati Barito Selatan. '

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Kecamatan adalah Wilayah Keeamatan di Kabupaten Barito Selatan.

Camat adalah Camat / Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan T‘erpadu Satu Pintu yvang selanjutnya

disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penaﬂaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan. Pelayanan Terpcldu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya dlbmgkat PD adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan. ..

10. Penanam modal {investor) ada_lah persecrangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal ya_ng dapat berupa penanaman modal dalam

L E G e e b i

negeri dan penanaman madal asing. -2

11. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia,
badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang
melakukan penanaman modal di daerah.

12. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha
asing, dan atau pemerintah asing yang meclakukan penanaman modal di
daerah.

13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan mananam maodal baik oleh
penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah Kabupaten Barito Selalan.
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16.

Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM adalah
dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah vang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah yang
selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman
modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan yang
selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman
modal di tingkat kabupaten yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

BAB II
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BARITO SELATAN

‘Pasal 2.

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan RUPMK Tahun 2018 - 2025,

RUPMK merupakan dokumen perencanaan pcnanaman modal jangka
panjang berlaku dari Tahun 2{)-_1_8":'3311‘11}9;'1 dengan tahun 2025.

RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak -'.-'té_rpisahkah'-j.dari Peraturan Bupati ini.

Pasai 3'

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mehpuu

a.

b
e,
d

Pendahuluan;
Azas dan Tujuan;

Visi dan Misi;
Arah Kebijakan Penanamdn Mﬂddl va_ng terdirl dan

1} Perbaikan Iklim Penanaman Modal;

g

2} Persebaran Penanaman Modal;

3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastrulktur, dan Energi;

4) Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (Green Investment),

5} Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);

6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Maodal,
dan

7) Promosi Penanaman Modal.

Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal,

yang terdiri dari :

1} Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat
Menghasilkan;

2) Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;

3) Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan

4] Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.

Pelaksanaan; dan

Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan

yang Cepat Menghasilkan.

Pasal 4

RUPMEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

RUPMK menjadi acuan bagi PD dalam menyusun kebijakan, stralegi dan
program seria kegiatan yvang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 6

Pemerintah Dacrah menyusun RUPMK dengan mengacu kepada RUPM, RUPMP,
dan prioritas pengembangan potensi sumber daya Kabupaten Barito Selatan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal Kabupaten Barito
Selatan, Pemerintah Daerah mcmberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau
insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan,
dan/atau insentif Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6) dan angka 7).
Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif schagaimana dimaksud
pada avat (2), dievaluasi secara berkala _éi'ejh DPMPTSP dengan melibatkan PD
terkait, : SRl - :

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala
DPMPTSP kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Bupati.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh
PD sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

: Pasal 8 _
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu} kali setiap 2 (dua} tahun. = 4
RUPMK dapat ditinjau dan dievaluasi paling sedikit setiap 5 {lima) tahun
sekali untuk mengakomodir perkembangan dan dinamika pembangunan di
Daerah terkait bidang penanaman modal.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupatli
ini diatur oleh PD sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.



BAB III
HETENTUAN PENUTUP
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2018 - 2025

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat
desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan peluang
bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif
dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang semakin tajam
dalam era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menyiapkan
daerahnya sedemikian rupa untuk menggali potensi ekonomi seoptimal
mungkin dan mempunyai kelrampilan dalam pemasaran yang baik, schingga
dapat menarik minat investor baik dari pelaku lokal, nasional maupun
internasional.

Peningkatan investasi pada suatu wilayah akan dapal menciptakan
peluang munculnya kegiatan-kegiatan usaha lain karena bekerjanya proscs
yang berpengaruh ganda (multiplier cffect), sehingga ekonomi masyarakat
dapat berkembang secara berkelanjutan (sustainable). Berbagai impikasinya
posistif dari investasi antara lain adalah meningkatknya kesempatan kerja dan
peluang terjadinya pcningkatan PAD, serta dapat mengurangi angka
kemiskinan. Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan multiplier
effcct bagi kemajuan ekonomi daerah. Manfaal pengembangan investasi
langsung (direct invesment) sclain sifatnya jangka panjang juga terjadi adanya
transformasi modal, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, akses kc
pasar dunia,dan transfer kemampuan manajerial.

Proses pembangunan ekonomi dalam wilayah akan melibatkan
kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ckonomi
domestik. Untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebul, perlu dibangun

pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin, dan alat-alat produksi.



Selain itu juga perlu disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia
(SDM fhuman capital) yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk
fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan dan sebagainya bual
mendukung penviapan SDM, diperlukan dana yvang disebut dana investasi
(Tambunan, 2000J.

Guna memperkokoh  perekonomian daerah dan  menjamin
keberlangsungan dunia usaha, saat ini Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
berupaya memantapkan stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan kcamanan
serla menjamin pencgakan hukum, sehingga dapat berlangsung kegiatan-
kegiatan perckonomian daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan
ckonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi nantinya, akan diperlukan
upaya-upaya penataan kawasan-kawasan pengembangan ekonomi scsuai
dengan karakteristik dan potensi daerah, sehingga akan saling mendukung
dalam percepatan dan pemantapan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka investasi/penanaman modal, pemerintah pusat telah
mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang
menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun
kabupaten/kola, dan merupakan peletakan kebijakan dasar untuk mendorong
ferciptanya iklim usaha di daerah yang lebih kondusif dalam rangka
penguatan daya saing perekonomian daerah, dan mempercepat
pengembangan investasi di daerah.

Secara lebih operasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2012, Pemerintah tclah menerbitkan Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM) yang mcrupakan dokumen Perencanaan Penanaman Modal jangka
panjang, dan berlaku sampai dengan Taehun 2025. RUPM ini akan menjadi
acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kemenlerian {LPNK) dalam
menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. RUPM
ini berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan scluruh
kepentingan sekloral terkait agar tidak terjadi tumpang (indih dalam
penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Dalam mencapai tujuan seperti diinginkan oleh Peraturan Presiden
tersebut, diperlukan suatu sinergi dari semua pelaku ekonomi dan
pembangunan baik lintas sektoral maupun vertikal (provinsi, kabupaten

perbatasan, atau provinsi perbatasan).



Dengan demikian Kabupaten Barito Selatan harus bisa memanfaatkan
posisi strategis sebagai salah satu Kabupaten, yang merupakan pintu masuk
dan kcluar utama sckaligus pusat berbagai bentuk pelayanan vyang
dibutuhkan oleh masvarakat Kabupaten Barilo Selatan.

Potensi ekonomi Kabupaten Barilo Selatan pada umumnya, dan potensi
investasi khususnya, yang tersedia pada berbagai sektor ekonomi potensial
seperti perdagangan, industri, pengangkutan, jasa-jasa, dan pertanian, di
samping harus dikelola agar berkembang ke arah vang sesuai dengan
kerangka pengembangan wilayah kota, juga harus dapat dikemas ke dalam
seperangkat informasi yang sistematis dan informatif sehingga dapal menarik
minal para pelaku ekonomi wuntuk berkiprah sccara optimal dalam

pengembangan berbagai potensi ekonomi dimaksud.

Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi, dan
sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan, dan pada sisi lain sebagai
tindak lanjut dan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012,
maka Pemerintah Kabupaten Barito Sclatan melalui Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barito Selatan wajib
menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan yang
berguna sebagai kerangka acuan/arah kebijakan dalam pembangunan,

khususnya pengembangan Investasi di Kabupaten Barito Selatan.



BAB II
AZAS DAN TUJUAN
2.1. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Dasar Hukum penyusunan RUPM adalah :
a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
¢] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Dacrah;
d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal; dan
e) Peraturan Kcpala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia Namar 9 Tahun 2012.

2.2, Tujuan

Kegiatan ini  bertujuan unluk menyiapkan suatu dokumen
perencanaan berupa Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten
Barito Selatansebagai dasar pedoman, arah kebijakan, dan kerangka acuan
pengembangan investasi di Kabupaten Barito Selatansesuail Rencana Tata
Ruang Wilayah. Secara tersirat, kalimal di atas sesungguhnya tclah
mencakup maksud dan tujuan yang dapal diredefinisi ke dalam suatu

kalimat vang lebih rinci sebagai berikut:

Tujuan penyusunan RUPM ini adalah:

Untuk menghasilkan dokumen Rencana Umum sebagaimana
dimaksud sebelumnya, sebagai suatu wujud nyata keberadaan acuan dasar
scbagaimana pernvataan dalam maksud pekerjaan.Dalam upaya mencapai
maksud dan tujuan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal di
Kabupaten Barito Selatan, maka dokumen RUPM Kabupaien Barito Selatan
ini akan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kajian kebijakan scktoral yang berhubungan dengan penanaman modal;

2. Data dan Informasi tentang kondisi fisik dan sosial-ekonomi, dan sosial-
budava, yang terdiri dari data statistik, deskriptif dan gambaran spasial
berupa pcta;

3. Informasi kondisi penanaman modal dalam sepuluh tahun belakangan,
kondisi exisling penanaman modal, dan perkiraan pertumbuhan

pcnamaman modal ke depan;



4. Informasi bakal investasi, yang dibagi menjadi informasi bakal investasi
yvang Unggul, bakal investasi yang Andal, bakal investasi yang Potensial,
dan bakal investasi yang masih bisa dijadikan Harapan;

5. Kajian ekonomi, sosial, fisik, dan budaya/perilaku wilayah dalam
hubungannya dengan penanaman modal;

6. Perhitungan-perhitungan forecast jumlah penduduk 20 tahun ke depan,
ekspor impor, produksi barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi,
kebutuhan dan juga degradasi serta inflasi;

7.Penentuan visi, misi, strategi, kebijakan penanaman modal, program
pembangunan yang mendukung penanaman modal, hingga rencana
kegiatan tahunan sampai akhir tahun perencanaan

Hal-hal di alas selanjutnya dapat diperhatikan sebagai sasaran
penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Barilo

Selatanyang dapat menjadi bahan acuan guna melengkapi arahan-

arahan/langkah pelaksanaan penyusunan RUPM, sebagaimana dijelaskan

kemudian dalam lingkup penyvusunan RUPM ini.
2.2.1. Manfaat

Manfaal yang diharapkan dari pelaksanaan penyusunan Rencana
Umum Penanaman Modal di Kabupaten Barito Selatan adalah:

a) Terinventarisasikannya kebijakan sektoral yang berhubungan dengan
penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan;

b} Tersedianya Informasi kondisi penanaman modal dalam sepuluh
tahun belakangan, kondisi cxisting penanaman modal, dan perkiraan
pertumbuhan penamaman modal ke depan

¢) Tersedianya arahan strategis yang berfokus pada penyusunan
prioritas kebijakan pembangunan dan distribusi peran masing-
masing stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan  investasi
Kabupaten Barito Selatan;

d) Ditetapkannya investasi prioritas sesuai dengan potensi, sumber daya
alam, dan kondisi geografis Kabupaten Barito Selatan;

¢) Tersedianya indikasi program-program investasi yang tertata dan
terencana uniuk mendukung upaya peningkatan dan pemerataan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

fy Dilelapkannya tahap-tahap pelaksanaan pengembangan investasi
yang disertai langkah-langkah aplikatif dan distribusi peran olch
stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan pengembangan

investasi;



g) Tersedianya bahan yang dapat digunakan untuk menyusun naskah
akademik dalam rangka penvusunan draft Peraturan Bupati tentang
RUPM

2.2.2, Output

Output dari kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
ini adalah dalam bentuk dokumen yang berisi informasi detail mengenai:
Potensi dan kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman
modal di Kabupaten Barito Selatan; Informasi kondisi existing penanaman
modal, dan perkiraan pertumbuhan penamaman modal; arahan strategis
penyusunan prioritas kebijakan pengembangan  investasi Kabupaten
Barito Selatan; prioritas investasi sesuai dengan potcnsi, sumber daya

alam, dan kondisi geografis Kabupaten Barito Selatan,



BAB III
VISI DAN MISI RUPM

3.1. Visi dan Misi RUPM
3.1.1. Visi dan Misi RUPM Nasional

Adapun Visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Umum ini
disclaraskan dengan visi dan misi RUPM Nasional sebagai satu bagian
dokumen jangka panjang yang lerintegrasi. Adapun Visi RUPM Nasional
sampai tahun 2025 adalah scbagai berikut:

“Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya
Indonesia yang

Mandiri, Maju, dan Sejahtera”

Dari visi tersebut dituangkanlah Misi RUPM Nasional sam pat
Tahun 2025 adalah :
a. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing
b. Mendorong diversilikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai
tambah;

¢. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional

3.1.2. Visi dan Misi RUPM Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2016-
2025 adalah sebagai berikut : "Terwujudnya Kalimantan Tengah sebagai
daerah Penanaman modal yang menarik, bertumbuh dan berkelanjutan
dengan disertai komitmen yang kuat menuju masyarakat yang maju, mandiri
dan adil®
Dengan makna : penentuan arah perencanaan dan pengembangan, pelayanan
prima, promosi yang efektif, deregulasi pengendalian, pengembangan sumber
daya manusia.

Untuk mencapai Visi Penanaman Modal tersebut maka ditetapkan 6

(enam} Misi schagai berikut :



l.Kegiatan Penanaman Modal vang lebih adil, merata dan berwawasan
lingkungan.

2.Iklim Investasi yang lebih kondusif dan stabil, adanya rasa keamanan bugi
para pelaku ekonomi dalam kegiatan penanaman modal yang berlangsung.

3.Memberdayakan masyarakat dunia usaha termasuk UMKMEK dan seluruh
kegiatan ekonomi.

4.0tonomi daerah di Bidang Penanaman Modal sesual  Potensi dan
kemampuan daerah, dengan diversifikasi kegiatan ekonomi untuk
memaksimalkan keuntungan dalam setiap sektor ekonomi.

S.Kerjasama Internasional melalui promosi penanaman  modal yang
mengutamakan kepentingan nasional.

6b.Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan (BPMDP)
Kalimantan Tengah vang profesional, transparan, responsif, dan memiliki

intergrilas yang tinggi

3.1.3. Visi dan Misi RUMP Kabupaten Barito Selatan
Mengacu pada visi rencana pembangunan jungka panjang Kabupaten
Barito Sclatan, maka visi rencana umum penanaman modal (RUPM)

Kabupaten Barito Selatan adalah :

“ Mewujudkan Daerah Tujuan Investasi Yang Potensial dan Berdaya
Saing Tinggi Menuju Masyarakat Sejahtera®

Potensi Kabupaten Barito Sclatan untuk tumbuh dan berkembang
cukup terbuka mengingat potensi sumhber daya alam yvang lerkandung dan
dimiliki cukup besar. Potensi sumber daya tersebut diantaranya potensi
sumber daya pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata  dan
lainnya.Agar potcnsi yang besar tersebut dapat menjadi sumber daya rill yang
akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan masyarakat, potensi
lersebut harus dapat dikelola dengan optimal, dan pengelolaan polensi
tersebut memerlukan sumberdaya lain, baik sumberdaya modal maupun

sumberdaya manajcrial dan kelembagaan.



Sinergi yang saling memperkuat antara berbagai sumberdaya yang akan
menjadi penggerak dan kekuatan untuk dapat mengoptimalkan potensi-
potensi yang dimiliki Kabupaten Barito Selatan. Visi reficana  umum
penanaman modal Kabupaten Barito Selatan tersebut menjadi acuan utama
dalam mcrealisasikan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito

Selatan dalam bidang penanaman modal.
Untuk merealisasikan visi penanaman modal tersebut ditempuh melalui 6
(enam} misi, yaitu sebagai berikut :

Tata kelola penanaman modal yang cepat dan transparan.
Informasi investasi yang recal dan prospektif.

Menciptakan iklim investasi kondusif.

S

Mewuwjudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah,
keeil dan mikro.
9. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal.

6. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masvarakat,



BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

4.1. Kebijakan Dasar

Dalam rangka mendorong, meningkatkan, dan memajukan kegiatan

penanaman modal, di Kabupaten Barito Selatan, maka pemerintah daerah

menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

a.

d.

Mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusil bagi kegiatan
penanaman modal dalam rangka penguatan daya saing daerah dalam
perekonomian nasional dan global; dan

Mempcercepat peningkatan realisasi penanaman modal daerah. Dalam
menetapkan kebijakan dasar tersebut, pemerintah daerah memcegang

prinsip:

. Memberi perlakuan dan pecluang yang sama bagi penanam modal dalam

negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan
nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamsanan
berusaha bagi penanam modal, scjak proses perizinan sampai berakhirnya

kegiatan penanaman modal scsuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Membuka kescmpatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan

kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

. Mengidentifikasi potensi sumberdaya daerah yang hasilnya disajikan dalam

bentuk pcta investasi daerah dan petunjuk tentang potensi sumberdaya
alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan;

Mengidentifikasi dan menyusun daftar pengusaha mikro, kecil, menengah,
dan besar dalam rangka program kemitraan;

Menyusun program pengembangan penanaman modal daerah sesuaj
dengan program pembangunan daerah;
Menetapkan bidang usaha unggulan yang menjadi priorilas sesuai potensi
dan daya dukung daerah, dalam bentuk daftar bidang usaha unggulan
daerah;

- Menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman

modal, tertutup untuk Pecnanaman Modal Asing, dan bidang bidang usaha

yang lerbuka dengan persyaratan tertentu;

h. Menyusun profil-profil proyek penanaman modal atas bidang-bidang yang

terbuka dengan persyaratan tertentu;

1. Menyusun profil-profil investasi proyek kemitraan;



J. Mcnelapkan kebijakan pemberian insentif, dan kemudahan penanaman
modal di daerah;

k. Melaksanakan pelatihan dan penyusunan teknis dan bisnis bagi usaha kecil
dan menengah;
menyelenggarakan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan
pcngembangan penanaman modal yang belum ditetapkan, sepanjang tidak

bertentangan dengan kebjakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

4.2. Ketentuan Umum

Dalam kerangka Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Barito
Selatan, terdapat beberapa ketentuan wmum yvang berfungsi sebagai batasan

atau definisi operasional, yang melipud hal-hal sebagai berikut;

a. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan pengounaan dan
penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha, baik oleh penanam

modal (inveslor) dalam negeri maupun investor asing;

b. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan
oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam

negeri;

¢. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun

yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

d. Penanam modal adalah perseorangan atuu badan usaha vang melakukan
penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan

penanam modal asing

¢. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia,
badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang

mclakukan penanaman modal di wilayah negara Repubklik Indonesia

f. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang

yang dimiliki olch penanam modal yang mempu nyai nilai ekonomis

g. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan

warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ atau



b

badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh

pihak asing

Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia, perseorangan warga negara indonesia, atau badan usaha vang

berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum

- Pajak daerah, vang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Retribusi Dacrah, yang selanjutnva dischut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan

.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Dacrah kepada

penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanam modal di

daerah

Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah
kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman
modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
Kawasan Industri Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya disingkat KIK

adalah Kawasan Industri yang dikelola cleh Pemerintah Daerah

.Pengaturan dan Disinsenlil adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan

dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah
Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak

lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah

- Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu

perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan
dan non perizinan yang proses pengelolaannya  dimulai dari  tahap
permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen vang dilakukan

dalam satu tempat



4.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan harus
sesual dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Tndonesia Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal. Di samping
itu, arah kebijakan harus menopang rencana pembangunan jangka panjang
(RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2005-2025. Adapun misi, tujuan,
sasaran dan indikator pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1,

Tabel 4.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten
Barito Selatan

Visi : Terwujudnya Kondisi yang mantap dalam Tatanan Masyarakat
Barito Selatan Menuju Dahani Dahanai Tuntung Tulus

y MISI TUJUAN BASARAN | INDIKATOR
1 .Membangun dam L. Tersedianya 1. Tersedianya dan = Panjung jalan dalam

meningkatkan ifrasirulcur dan lerpelibaranya jaringan kondisi bailk
infrastrukiur untuk prasarana umum Jjalan, jentbatan, letminal | » Jumlah rehab Jjembateann
membulia isulasi i dan dermaga baik jalan + Panjung jalan anter
daerah melatui kabupaten jalan arnlar kawsasan tumbih
pembangunan, ' kecamatan, jalan antar | kecamatan dan desa
peningkatan dan desa menuju pusat - s Terehalvlitasi terminal
pemchiharaan jalan pusat pertumbuhan dan anglartan darar dan air
jembatan,dermaga, kantong produksi. s Meningkasinya fasilitas
dan pelabubian banrlara
udara,schingsa . 2. Pembangunan, + Rasio juringan irigasi
mermilki keterkaitan peningkatan dan + Luas dan panjang irigasi
antara daerah satu pemcliharaan itigasi dan dalam kondisi baik

dengan yang lain pengaivan dalam rangka
mendukung peningliatan

produkesi perianian.

3. Pembangunan dan ¢ Terbangunrva taman kota
pengembangsn hutan
kota dan tamasn kota.

4. Pengadasn dan i. Rasio slektrikal
pengembangan Listrilk ( .
masuk desy, 2 Pembangunan

PLTU Batubara 2x7 MW

3. Penetapan Dasar Hukum | « Perds Tata Huang
Penataan Ruang

2. Mewujudlean 2. Menungkatnvaleesejahicran o Jumnlah guri vang
pendidikan yang | Terselenggsranyasis | n dankualitns menienuhi kuslifikasi
berkualitas dan tem pendidikanyang | tenapapendidik dan O B1/DIV
imerta serta bermutu tenagakeperudidikan. « Jumlah tenaga
terakses danterjangkaun, kependidikan yang

memnenuhi lmatifikasi
S1/D-TV

+ Rupiah perpendidik
+ Tupiah per

] tendgakependidilan
FPenataan sisicmpendidiken | « APS
yvangefektif dan chisien * Ragio kilersediaan
sckolah, penduduk usia
! sekalah !

TRasio guru/murid
Anglea putus sckolah
Angla koelulusan
Angks melanjutkan
Penduduk yang berusia
>15 tahun melek huuf
(tidak buta aksara) [

*® &% & o @




la Tersedianya
aleses infrastrukir
pendidikan hingps

Tersedianya sarvanadan
prasarena hugitenaga
pendidik dantenaga

+« Jumlah sarana dan

prasarang untuk tenaga
pendidik

ke pelosok wilay=h kependidikan o Jumlah surana dan
prasatana untuk tenaga
_ kependidilzan
Tersedianva » Sekolah pendidikan SD/M|
aksesinfrastrukiur i kondisi bangunan batk
menijupusat-pruisat = Sckolah pendidilean
PFendidilcan SMP/MTs dan SMA;SMEK/
MA kondisi bangunan baik
| = Panjang jalan fungsional /
i wakiu ternpih (jam)/biaya
. transpor [Rp.)
MISI TUJUAN SASARAN INDIHATOR
3 :Menjamin kesehatan 4. Meningkainya, Tersedianya standar | «  Regulasgi slandar

masyarakat yang
merata lun terakses,

sistemn kesehatan
dasar vang
bemnutya dan
rerjaligkau

pelavanan kesehaian

pelayanan keschatan

Meningleatnya kualitas dan
Euantitas layanan tenaga
kesehatan

#* Ruxio dolkter per saluan
penduduk

* Rasio tenaga medis per
satuan pemnludnk

» Jumlah dokter yang
memilild jjin prakiek

Tersedianya aleses
infrastruktur
keschaian dasar

&l

hingga ko pelosok
wilialy

Tersedianya  sarana  dan |« Rasio posyandu poer
prasarana kesehatan satuan bality
* Masio puskesmas,
poliklinik, pustu per
| Saluan penduduls i
* Rasio mumah sakit. per
satuan penduduk
Tersedianya dkcses | o Panjang julan
infrastrukiur kesehatan fungsionalf wakia
| yang menjangkan selurub tempuh (jam)/bhiaya
lapisan masyarakat transport. [Rp.)
M C OCakupandesa/ kolur
| #han |
Iiniversal

Childimrhunization (UCT) |

4 Mengembangkan
perekonmnian
masyarakat relalui
pengelolaan perlanian
dalam arti luas
dengan berorietansi
pasar yang didukung
dengan kelembagann
Jtelmologi dan
kemudahan
pormodalan serta
inform:s yang
didukung uleh
prasarang penunjang.

fr. Terselengparanva
sislvm
perekoromian
keralkyatan 1orpadu

Tersedianya regulasi dan
fasilitaxi yang mendorang
tumbuhnys ekonomi
kerakyatan

e Perda/Terkada hidemg
ekenoni dan usaha

Penguatsn kelembagaan
ekonoms rukyat

|  Jumlah BPR/LEM

+ Persentase kE;pr.rasi algtif
= Jumiluh UKM nion |
BPR/TKM UKM

Menmglkatkan kemampuan

o Jumlah prlatiban [/

pada sektor ckonom
berbasis sumbier daya lokal

manajerial perilaku workshop
ekonomi kerakyvatan
Terciptanj;a produkdivitas « PFDRE

i Terselenggar
ariys Kemitraat
usaha anlara
ekonomi kerakyatam
dengan elconiomi
skalu besar

Terlaksananya program
pembanpgunan daerah
berbasis kemiitasm usaha

s Jumlah ketmitraan

Meninghaikan daya saing

| dan otientasi ekspor

komaoditas komoditas lokal

+ Jumlah elsspor kamnoditas
lokal

B :Mengembanghan
kupasitas
kelembagaan
Pemerintah
Deerah penguatan
kapaaitas STIM
masvarakal dan
Pemerintah dalam
ranglka
meringkatakan
pelayanan kepada
publik yang lebih
bailk unluk
trewigjudlcan Good
Governance.

' 8. Meningkawmya daya

sdIng masvaraloat

Feningleatan ketrampilan
masyarakat yang
menunjang kegiatan
ekonomi

| = Jumlah pclulih'em i

9. Meninglcatiiva
kupasitas dan
kinerja aparatur
npemerintah

Peningkatan kapasitas dan
kinerja aparatur secara
tercncana dan sistematis

e Jumlah pelatihan

I 6 hMencipiakan kondisi

masyaraltar vamng
aman dalam
kehidupan yung

| 10, Terwijudnya
soliditas antar
kelompok

masyarakat

Terwujudnya kehicluf:an
bermasyaraleat vang rukun,
darnai dan sejahiters

» Anpka kriminalitas
s Jumlah unjuk rasa

;. » Bilkap tolerans



| dittamis dicdsalam | Meningkatova pemahaman | « Jumlabh grup keseniaan

kebetagamean dan penghargean Icrhadap | « Jumlah gedung keseniasm
Apama, i, ras, dan adal istiadat 1okal = Jumnlah klub clahraga
golnngm_l dengan » Jumlah gedung olahraga
mf.‘ﬂ;hﬂﬂkﬂn s Jumlali mesjirl, musholg
peminnasn - = Jumlah Gereja

kehidupan berpolitik + Jumlah Tempat Ibadeh
dan menegakkan lainova i
supremeasi hukum : i
yang berkeadilan

serta perlindungam

lethadap Hak Asasi

| Matiusia |
7 :Meningkatkan 11. Tercapainya Meningkatlkean  diversifikasi | » Investasi usala & hidang
pemberdayaan dalam pemanfaatan inventasi usaha di Dbidang kehutanan
I pengelolaan hulan sumber daya rehmatanan
dan memanfaatican hutan vang .
potcnis pertambangai optimal Menertilikan * Pemctaan kawasan hutan
untuk menciptakan penatausahaan hasil
lapangan kerja serta | hutan. ! |
meningkatkan |
pendapatan daerah 12, Termanfaatkanny | Pemanluatan sumiberdaya s Terscrapnya tenaga kerja
a potensi mineral pertambangan s Jumiah AMDAL
sumberdaya { + PAD

mineral |

Sesual dengan amanat Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Pemerintah tclah berkomitmen untuk mengembangkan
strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas
kepastian hukum, kcterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak
membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan,
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, scrta keseimbangan

antara kemajuan dan kesatuan ckonomi nasional,

RUPM Nasional memberikan arahan indikatif pada penyusunan Rencana
Pembangunan di bidang penanaman modal, vang diabarkan ke dalam RUPM
Kabupaten Barito Selatan ini sekaligus mengacu arahan RUPM Provinsi
Kalimantan Tengah. Selanjutnyva di dalam penyusunan target, kebijakan, dan
strategi, RUPM Kabupaten Barito Sclatan ini juga mempertimbangkan peran
dokumen RUPM Provinsi sebagai salah satu acuan dalam penyusunan
Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal Kabupaten Barito

Selatan.

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan
penanaman modal, maka RUPM Kabupalen Barito Selatan ini sudah
mensinergikan antara arah kebijakan RUPM Nasional dan RUPM Provinsi,
dalam bentuk 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana
tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum

Penanaman Modal, yaitu:



1) Perbaikan iklim Penanaman Modal,

2] Persebaran Penanaman Modal,

3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi,

4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan {Green Investment),

) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMEK),

6] Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan

7) Promosi Penanaman Modal,

Arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Barito Sclatan terdiri atas:

4.3.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

[klim penanaman modal bersifal dinamis, artinya setiap elemen vang

terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan

dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat

lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai

oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal,

namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan

lokal akan memberi arah penekanan vang berbeda dalam upaya perbaikan

iklim penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan. Arah kebijakan

perbaikan iklim penanaman medal ini meliputi;

|

Penguatan Kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan investasi dan
Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan.

Dalam hal mencapai penguatan lembaga penanaman modal, maka
kclembagaan penanaman modal di Kabupaten Bariloe Selatan,
khususnya untuk menjalin koordinasi penanaman modal dengan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu memiliki visi yang
sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman
modal, serta koordinasi yang efcktif diantara lembaga-lemhaga
tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah

sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang

Penanaman Modal yang lebih efektf dan akomodatif terhadap



penanaman modal dibandingkan dengan sislem-sistem perizinan

schelumnya.

b. Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh BPM-PPTSP
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati
Kabupaten Barito Seclatan yang memiliki kewenangan perizinan dan

nonperizinan di tingkat Kabupaten Barito Selatan.

¢. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Pemecrintah
Kabupaten Barito Selatan dalam rangka pelayanan penanaman
modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan sudatu
kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian

mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

d. Mengarahkan lembaga penanaman modal Kabupaten Barito Selatan
untuk secara proaktif menjadi inisialor penanaman modal seria
beroricntasi pada pemeccahan masalah (problem-solving) dan fasilitasi
baik kepada para penanam modal yang akan maupun vang sudah

menjalankan usahanya di daerah.

2. Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan yang mempertimbangkan

klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan
pemerataan investasi dan penanaman modal,
Sesual amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendorong peningkatan
pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka
memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan
oleh masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan penanaman
modal daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini
dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kualitas
pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga dapat menghasilkan
layanan informasi yang berkualitas.

2. Pengaturan Persaingan Usahadan jaringan mitra stralegis investasi dan

penanaman modal.

Mengingat persaingan usaha merupakan [aktor penting dari iklim

penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

a. Pemerintah  Kabupaten Barito Selatan diharapkan menetapkan
pengaturan persaingan usaha yang sehat (level playing field),

sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang



sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia
usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat
menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau

kelompok tertentu.

b. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diharapkan meningkatkan
pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang
bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan vang
merugikan, pembagian wilavah dagang, dan strategi penetapan harga

barang yang mematikan pesaing,

. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk

o

Pemerintah  Kabupaten  Barito  Selatan  terus mengikuti
perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, lermasuk

komplcksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa ketentuan DNI selain
merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan
salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan
oleh Pemerintah Kabupaten Barito Sclatan dalam rangka pengaturan

persaingan usaha yang sehat di aspek hulu.

Mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di
daerah setempat, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat
segera melakukan langkah- langkah pemantauan kegiatan penanaman
maodal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan
pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah
diberikan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan kapasitas
sumberdaya pada BPM-PPTSP terkait aspek pemantauan, pengawasan,
dan pembinaan penanaman modal sangat diperlukan, BPM-PPTSP
diharapkan juga mampu meningkatkan perannya schbagai pemberi
bantuan teknis (technical assistance) untuk memfasilitasi dan
membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan

penanaman modal di lokasi hingga dapat direalisasikan.

Pengaturan kegiatan investasi dan penanaman modal vang slrategis
dan berkualitas, dengan menekankan pada hubungan industrialisasi

yang sehat dalam penanaman modal.



Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal
dimaksudkan untuk mendukung pengembanguan sumberdaya manusia

di Kabupaten Barito Selatan, oleh sebab itu diperlukan:

a. Penetapan  kebijakan yang mendorong perusahaan untuk
memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan
keahlian bagi para pckerja.

b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananyva perundingan kolekiif
yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, vang dilandasi
prinsip itikad baik {code of good faith).

Salah satu esensi adanva kegiatan penanaman modal adalah dalam
rangka penyerapan lenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Barito Selatan meclakukan upaya-upava dalam rangka menjamin
kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di
Kabupalen Barito Selatan sesuai perizinan yang telah diberikan
tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait
upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan
vang dapat menunjang pclaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain
itu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan scbagai kepanjangan
tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah,
melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna
menjaga dan menjamin lerselenggaranya hubungan yang harmonis
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Dacrah, pengusaha,
buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan letap
mengedepankan musyawarah mufakat scbagai karakteristik, asas
dan harkat martabal budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung

tinggi.

4.3.2. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurul bidang
atau scktor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong
pemerataan pembangunan ckonomi di Kecamatan [aspek spasial), melalui
penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) dacrah masing-masing. Arah kebijakan untuk

mendorong persebaran penanaman modal adalah:



l.Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, melalui pengembangan sector-

sektor strategis scsuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan

daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Kabupaten Barilo Selatan terus mclakukan upaya dan
merealisasikan  pengembangan  pusat-pusat  ekonomi  baru  sesuai
karakteristik Kecamatan (Spasial) masing-masing. Pemerintah Kabupaten
Barito Selatan melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi
baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan daerah
tersebut. Hal ini didukung pula dengan upava meningkatkan kapasitas
infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses

produksi untuk menghasilkan output ekonomi

- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis antara lain dengan pola
pendekatan kawasan strategis Kabupalen Barito Selatan. Salah satu stralegi
Pemerintah untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan
modalnya di kawasan tertentu dengan menggunakan instrumen kebijakan
pemberian fasilitas dan insentif, Pemerintah Kabupaten Barilo Selatan,
lerutama yang berada di luar kawasan maju, sesuai kewenangannya dapat
mengusulkan scktor- sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat
dipertimbangkan untuk mendapatkan [asilitas fiskal penanaman modal.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai kewenangannya, dalam rangka
mengembangkan  potensi  sektor ungguian/pricritas daerah  di
Kecamatan/Kelurahan yang kurang berkembang, juga dapat memberikan
insentil dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pemberian
insentifl dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman
pada PP. Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Dacrah dalam pelaksanaannya

serta ketentuan teknis pelaksanaannya.

. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan

terbarukan.

Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan
terbarukan di Kabupaten Barito Selatan dapat mendorong pemerataan
pcnanaman modal di Seluruh Kabupaten Barito Selatan. Khususnya
kawasan yang tidak marketable bagi penanaman modal. Hal ini dapat
dilakukan dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungan

jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain.



Sampai saat ini, Kabupaten Barito Selatan belum memiliki dasar/referensi

keberadaan potensi energi baru dan terbarukan vang ada di wilayah

Kabupaten Barito Selatan.

. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang

mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.

a.

BSalah satu strategi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk menarik
minal penanam modal agar mau menanamkan modalnya di kawasan
tertentu dengan menggunakan instrumcn kchijakan pemberian fasilitas
dan insentif, Pemerintah Kabupaten Barito Sclatan, terutama yang berada
di luar kawasan maju, sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-
sektor unggulun/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk

mendapatkan fasilitas fiskal pecnanaman modal.

. Pemeriniah Kabupaten Barito Selatan sesuai kewcnangannya, dalam

rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas daerah di
Kecamatlan/Kelurahan yang kurang berkembang, juga dapat memberikan
inscntif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pemberian
insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman
pada PP, Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pcmberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Dacrah dalam

pelaksanaannya serta ketentuan leknis pelaksanaannya.

5. Percepatan pembangunan infrastruktiur perkotaan dengan menembangkan

pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan

dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis .

.

Kabupaten Barito Selatan harus terus berinovasi untuk inventarisasi
berbagai proyck infrastruktur yang akan ditawarkan dengan
menggunakan skema KPS dan Non KPS yang terkait langsung dalam
proscs produksi dan penciptaan dampak berganda (multiplier effect)

kegiatan ekonomi di daerah.

. Pemerintah Kabupaten Barito Selalan memetakan rencana pembangunan

infrastruktur yang strategis sebagai prioritas daerah untuk segera
dibangun terutama guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman

modal.

. Pemerintah Kabupaten Barite Selatan dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan di daerah melakukan upaya penyiapan dokumen

perencandan penanaman modal daerah sektor unggulan/prioritas daerah



yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan
pasckan energi, dukungan dan jaminan Pemerintah lainnya terkait
pcnanggungan resiko, [asililas pembiayaan, dan lain-lain. Dokumen
perencanaan pecnanaman modal daerah tersebut menjadi acuan
penyusunan dokumcn promosi bidang- bidang usaha yang siap untuk

ditawarkan daerah kepada para penanam modal potensial.

4.3.3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

1) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing
komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras herkelanjutan;
{ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi
ketergantungan impor dan swasembada kedclai; (iv) swasembada gula
berkelanjutan; (v) mengembangkan industri turunan kelapa sawit/karet dan
komoditi pangan unggulan Indonesia melalui klaster indusiri dan peningkatan
produktifitasnya; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan

untuk ckspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah

sebagai herikut:

a. Pengembangan tanaman pangan berskala tertentu (food estate] diarahkan
pada daerah-daecrah tertentu yang lahannya masih layak, dengan tetap

memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.

b. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif pecnanaman modal yang
promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan
ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak,

dan ketersediaan infrastruktur.

¢. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong
pengembangan klaster industri agribisnis di daerah- dacrah yang memiliki

potensi bahan baku produk pangan.

d. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif

produk pangan.

e.. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional,

antara lain perdagangan industri pupuk dan benih.



[. Pengembangan kerjasama dacrah dalam menyediakan bahan pangan.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menetapkan sektor
unggulan/prioritas daerah scsuai potensi dan karakteristik dacrah, dalam
rencana  pengembangan  sektor unggulan/prioritas daerah tersebut,
Pemerintah Kabupaten Barilo Selatan tetap memperhatikan ketahanan
pangan daerahnya, dengan mempertahankan lahan-lahan produktif vang telah
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berikut dukungan

dokumen percncanaan lainnya.
2) Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam
rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek
melalui penciptaan lapangan pekerjaan scktor konstruksi, serta jangka
menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan
produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur
dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada scktor
tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman
modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-

Swasta, maupun oleh swasta.

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah

sebagai berikut:

a. Oplimalisasi kapasilas dan kualitas inlrastruktur yang saat ini sudah

tersedia.

b. Pengembangan infrastrukiur baru dan perluasan layanan infrastruktur

sesuai stratcgi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.

c. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional dan provinsi sesuai
dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanannya.

d. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang
berkembang dan belum berkembang.

¢. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema

Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS,

[. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur,
antara lain perdagangan barang-barang pendukung pengembangan

konstruksi,



Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menetapkan sektor
unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerahnya. Dalam
rencana  pengembangan  seklor unggulan/prioritas dacrah  tersebut,
Pemerintah Kabupalen Barito Selatan memperhatikan rencana penyediaan

infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas daerah iersebut.
3) Energi

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi
melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Disamping itu,
pertummbuhan ckonomi sangat terganiung pula pada faktor dukungan
ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik (erkait jaminan pasokan,
stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari
urgensitas perlunya keseimbangan antara pasokan dan permintaan
sumberdaya energi, maka tujuan pengembangan penanaman modal energi
adalah: (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya energi yang belum
dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannysa
scbhagai bahan baku industri di dalam Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi
Kalimantan Tengah, scrta (ii) menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor
sumberdaya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain
minyak bumi. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi

adalah sebagai berikut:

a. Oplimalisasi potensi dan sumber cnergi baru dan terbarukan serta
mendorong pchnanaman modal infrastrukiur energi untuk memenuhi

kebutuhan listrik di wilayah administrasi Kabupaten Barilo Selatan.

b.Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk
mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam

pengelolaan energi.

¢. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri
dengan subtitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan

{renewable energy atau rekayasa transportasi).

d. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta
dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastrukrur energi, khususnya

bagi sumber energi baru dan terbarukan,

e. Pengembangan scktor strategis pendukung seckilor energi, antara lain:

perdagangan produk industri transportasi, mesin dan pipa.



Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan sektar
unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Dalam
rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas dacrah tersebut,
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan lelap memperhatikan rencana
penyediaan energi dalam rangka mendukung pengembangan sektor

unggulan/prioritas daerah tersebut.

Untuk itu penanaman modal pada ke dua komoditas ini, sangatlah
diharapkan, sebab memiliki manfaat (benefit) yang besar bagi kelangsungan
hidup masyarakat, lokal, rcgional, maupun nasional. Schingga penanam
modal komoditas ini mendapat perhatian istimewa melalui paket fasilitas,

kemudahan, dan atau insentf.

llal yang serupa juga tcrjadi pada investasi dibidang infrastruktur,
dimana investasi di bidang ini umumnya tidak didasarkan pada pendekatan
ekonomi jangka pendek dan menengah. Scbab bidang infrastruktur bukanlah
komoditas ckonomi seutuhnya., Namun dengan pertimbangan manfaatnya
vang mampu meningkatkan mobilitas aktivitas ekonomi lainnya, membuat
bidang infraslruktur menjadi sangat penting bagi daya saing sebuah wilayah.
Oleh karena ilu, mengingat manfaatnya vang besar, maka aktivitas investasi
dibidang infrastrukiur juga mendapat perhatian istimewa melalui paket

fasililas, kemudahan, dan atau insentil.

4.3.4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Pemerintah Kabupaten Barito Selalan akan menginisiasi kerjasama
dengan pelaku usaha, mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan
munculnya kegiatan penanaman modal di sckior pioneer yang
memperkenalkan mesin dengan teknologi baru, ramah cnergi dan lingkungan,
mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka
upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan

elisiensi penggunaan cnergi.

Kebijakan Encrgi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres No. 3
Tahun 2006, telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan
terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025. Encrgi baru adalah
cnergi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari encrgi
terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen, coal bed

methane, batubara yang dicairkan (liquefied coal), batubara vang digaskan



(gasified coal), dan nuklir, scdangkan cnergi terbarukan adalah sumber energi
yang dihasilkan dari sumberdaya energl yang secara alamiah tidak akan habis
dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi,
bahan bakar nabati (biofuel), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa,
biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

Selama ini keberhasilan pembangunan sering dinilai dari aspek sosial,
ckonomi, dan infrastrukiur saja, sedangkan aspek lingkungan masih belum
menjadi tolak ukur utama kinerja pemcrintahan. Scmentara itu, disaat yang
bersamaan, isu strategis terhadap lingkungan, justru menjadi salah satu
komponen bargaining di pasar global. Artinya, secara tidak langsung harus
ada yang menanggung biaya ekonomi atas terganggunya daya dukung dan
daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi, tanpa ada kejclasan siapa
yang menanggung biaya pemulihannya. Untuk itu, RUMP Kabupaten Bariio
Selatan ini mengarahkan agar dokumen KLHS dan SLHD dapat dijadikan
rujukan untuk me” mitigasi” investasi dalam bentuk KRP {Kebijakan Rencana
dan Program).Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan
(Green Investment) adalah:

1. Menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan pelayanan jasa sebagai isu
strategis dalam penyediaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas
investasi dan penanaman modal.

2. Menentukan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan isu
strategis sebagai Fokus Pembangunan wilayah Kabupaten Barilo Selatan
yang sejalan RUTR Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

3. Binergi dengan kcbijakan dan program pembangunan lingkungan hidup,
khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencegahan
kerusakan keanekaragaman hayadi.

4. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah
lingkungan sccara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;

5. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung

lingkungan.



4.3.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
(UMKMEK)

wSasaran pembangunan ekonomi bahwa kegialan penanaman modal
disamping scbagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi,
juga digunakan sebagai pcndorong upaya Pemerintah dalam rangka
meningkatkan duya saing industri perckonomian nasional, regional, lokal,
yailu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Keccil, Menengah dan

Koperasi (UMKMK).

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua)
stralegi besar, yakni: 1). Strategi Naik Kelas, yaitu strategi untuk mendorong
usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala
yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian
menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar,
.2). Strategi Aliansi Strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan
(kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, herdasarkan
kesctaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat)
schingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku  usaha dalam
herbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan vang memiliki
skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama
produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan
pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi
semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (lingkagc) antara
usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.;Dengan demikian
yang menjadi arah kebijkan yang mendorong pemberdaynan UMKM adalah
1. Kebijakan dasar investasi dan penanaman modal diarahkan pada

pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan
Koperasi (UMKMEK].

2. Pemberdayaan UMKMK harus ditunjang oleh pembangunan pada scktor
primer, sekunder, dan tersier menuju pengembangan ekonomi hijau (green
economy.

3. Memperkuat kewirausahaan dan peningkatan produktivitas vang responsif
dan adaptif terhadap kcbutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan
penerapan teknologi.

4. Mendorong peningkatan UMKMK menjadi usaha dengan skala lebih besar.

Mempcrkuat keterkaitan UMKMK dengan mitra strategis dalam berbagai

_'Ul

bidang usaha.



4.3.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal
didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal, Pertimbangan eksternal
meliputi: strategi pesaingan (lokal, regional, nasional, internasional); intensitas
persaingan merebut penanaman modal dari luar (Foreign Direct Investment)
dan dalam negeri; praktek terbaik secara internasional {(international best
practices); serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal
yang perlu dipcrhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan
ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah:; tujuan pemberian
[asilitas, kemudahan dan/atau inscntif penanaman modal,
pengaruh /keterkaitan  sekior yang  bersangkutan dengan sektor lain,
besarannya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan
kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan vang berkclanjutan. Adapun
prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian [asilitas, kemudahan
dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif,
scderhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis

keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan  pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif
penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha
antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir;
kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan
penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman
modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegialan penanaman
modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal vang berada
di daerah lertentu (terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain
yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelesiarian
lingkungan hidup; kegiatan pcnanaman modal yang melaksanakan kcgiatan
penelitiun, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang
bermitra dengan UMKMK; serta  kegiatan penanaman modal yang

menggunakan barang modal dalam negeri.

Arah kebijakan pemberian Fasilitas, Kemudahan dan atau Insentif
penanaman modal, merupakan upaya menciptakan iklim investasi yang
menarik dan berdaya saing. Agar pemberian fasilitas, kemudahan dan atau
insentif efektive dan tepat sasaran, maka disusunlah berbagai macam Kriteria

penanam modal yang berhak memperoleh dukungan fasilitas (selain vang tclah



ditetapkan diatas), kemudahan dan atau insentif, Dimana kriteria pemberian
fasilitas, kemudahan, dan atau insentif (tambahan) terbagi menjadi beberapa
kriteria seperti; 1. kriteria wilavah (maju, berkembang, terlinggal) 2. kriteria
aktivitas/sektor/ komoditas {pangan, energi, infrastrukiur, penelitian,
pengembangan inovasi) 3. kriteria potensi dampak/manfaatl (lingkungan,
penyerapan tenaga kerja, kemiteraan dengan UMKMK, alih teknologi). Dengan
demikian yang menjadi arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan

insentif penanaman modal adalah -

1. Pemberian Insentif dan sangksi untuk mendorong daya saing dan iklim yang

kondusil untuk berinvestasi.

2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi dan

penanaman modal diberikan untuk Industri Pionir dan Prioritas Tingegi.

3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi dan
penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan

hidup.

4. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan

kemudahan lainnya,
3. Fasilitas insentif dan kemudahan dari dacrah (PP NO. 45 TAHUN 2008) :

a) PTSP di bidang pcnanaman modal.

b) Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Sccara Elektronik,
c) Pengurangan, keringanan, alau pembcbasan pajak daerah.

d) Pengurangan, keringanan, atay pembebasan retribusi daerah.

e) Pemberian dana stimulan; dan/atau

f) Pemberian bantuan modal.

g) Penyediaan data dan informasi pcluang penanaman modal.

h) Penyediaan sarana dan prasarana.

i} Penyediaan lahan atau lokasi.

J) Pemberian bantuan teknis; dan/atau

k) Percepatan pemberian perizinan.



4.3.7. Promosi Penanaman Modal

Promosi merupakan sebuah rangkaian proses vang saling berkaitan dan
saling mempengaruhi, sehingga setiap tahapan kegiatannya akan
mempengaruhl kegiatan pada tahap berikutnya, Arah kebijakan promosi ini,
lebih menekankan kepada peningkatan kualitas pada sctiap tahapan proscs
promosi. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menginisiasi melakukan
langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait
penguatan citra (image building) daerah scbagai daerah tujuan penanaman
modal yang kondusil dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman
modal di sektor unggulan/prioritas dacrah. Hal ini dapat dilakukan dengan
berbagai cara, antara lain: market sounding, premosi penanaman modal
mclalui media cetak dan elektronik, talk-show penanaman modal, promosi
sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain. Arah kebijakan
promosi penanaman modal adalah:

L. Promosi penanaman modal melalui penyebarluasan informasi potensi dan
peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan.

2. Penguatan image building schagai daerah tujuan penanaman modal.

3. Pengembangan strategi promosi yang lebih [okus, terarah dan inovatif.

4. Kegiatan promosi dilaksanakan untuk pencapaian targel investasi vang
telah ditetapkan.

9. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal.

6. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi sccara proaktif
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LAMPIRAN 1. PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN BARITO SELATAN

Visi * Mewujudkan Daerak Tujuan Investosi Yang Potensial dan Berdaya Swing Tinggi Menujn :
Masyarakat Sejahiera® .
Misi 1.Tata kelola penanaman modal vang cepat dan transparan. B
2. Informasi investasi yang real dan prospekif, |
! 3.Menciptakan iklim investasi kondusif. a
4.Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro. |
¢ 5.Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. !
| 6.Mendarong tumbubinya kewirausahaan masyarakat. '
f -
No. Focus !

i Pengembangan | Jangka Pendek |' Jangka Menengah Jangka Panjang
Penanaman | 2015-2016 : 2017-2020 H1-2025 |
Modal J
1 2 3 4 5 i
1. | Bidang Pangan | 1.Penguatan kebutuhan i-Pemenchan kebutuhan pangan 1. Untuk pertanian dan i
pangan secara mandiri bagl secara daerah tercukupi dan tanaman pangan sebagal !
setiap daerah setiap menyediskan stock bagi upaya memenuhi kebutuhan |

| kecamatan. kebutuhan secara kabupaten, pangan nasional.

2.Membuka area! baru lahan
pertanian {ekstensifikasi),
dan meningkatkan intensitas

i 2. Kemudahaan dalam pengajuan

investasidi bidang sarana
pendukung pertantan dan

. Peningkatan kuslitas dan

kuantitas dari hasil pangan
dan pertanian dengan

tanaman, pangan. standar yang diatur =acara |
3. Memanfaatkan lahan-lahan |3 . Mencetak perbaikan dan naslonal.
berawa etay lzhan tidak pencetakan area sawah baru - Menjadi lumbung pangan
produktif. nasional dan memiliki !
4, Penccetakan sawah baru i orientasi ekspor pangan [
keluar negeri. i
Bidang 1 Peningkatan kualitas $Dm 1. Penlngkatan sistem pertanian . Menjadikan eroduk hilir !
I Perkebunan sektor Periiebunan. berkelanjutan yang berhasis hasil perkebunan |
L 2, Peningkatan Teknolagi sumberdaya lokat Peningkatan produksi dan
pertanian/ perkebunan tepat | 2. Peringkatan produksi dan produktivitas tanaman
guna. produkiifitas hasil perkebunan perkebunan berkelanjutan.
3. Peningkatan produksi 3. Peningatan produksi dan
tanaman perkebunan . preduktivitas ranaman
4. Mendukung penanganan perkebunan berkelanjutan.
pasca panen, pembinaan 4. Pangembangan komoditas
;i usgha dan periindungan perkebunan strategis.
perkebunan. 5. Fasiiltasi pengembangan
5.Mendukung pengembangan Investas! usahia perkebunan.
i industri pengotahan produk | 6. Pangambangan dukungan
] perkebunan. terhadap pengelolaan SOA dan
6. Meningkatkan kelembagaan lingkungan hidup,
[ pekebun. : 7. Penguatan kelembagaan
i i F. Pangolahan, promosi dan pekebun dan kemitraan usaha
nemasaran hasil produksi perkebunan.
perkebunan. 8. Dukungan terhadap optimalisasi
{  pemanfaatan sumber daya alam
i dan lingkungan hidup. i
i 2n Peningkatan dukungan ,
. i terhadap pembangunan sistem
i i ketahanan pangan dan energi
3 Bidang 1. Pengembangan kemampuan | 1, Penyusunan Master Plan sesual 1 .Pembangunan imprastruktur
Kehutanan teknis dan administrasi srahan pemsnfsatan kawasan penunjang pembangunan '
aparatur hutan dan kewenangan kehutanan dan pendukung !
i Kabupaten, upaya pengembangan hutan, |



12, Perataagunaan kawasan

hutan secara sistematik dan
terkoordinasi

3. Mengembangkan dan

memperkuat kelembagaan
yang berkattan dengan
kegiatan rehahllitasi hutan
¢an iahan yang mengikut
sertakan peran para

|
|
I
1
|
|
|

. Mempercepat dan mendukung |2

percepatati pembentukan dan
penguatan kelembagaan
pengeioiaan huten di tingkat

mendukyng ketahanan pangan,
alr dan energi.

tapak (KFH). 3
. Implementasi pemanfaatan
kawasan hutan daiam 4,

. Mendukung promosi produk-

Implementasi pemanfaatar
kawasan hutan dalam
mendukung ketahanan

pangan, air dan energl i

produk Kayu

Implementasi promosif
pemasaran termasuk
penyusunan peta investasi

parikanan budidaya dan

potensi untuk dikembangkan,

penelitian dan meningkatkan |

stakehalders 4. Mendukung promosi produk- jasa lingkungan dan wisata
i 4. Mempercepat dan preduk kayu. alam.
mendukung percepatan 5. implementasi promosi/ 5, Mendukung pelibatan pinak
pembentukan dan | pemasaran termasuk swasta datam meningkatkan
penguatan kelembagaan | penyusunan peta investasi jasa HHBK.
: pangelclaan hutan di tingkat ] lingkungan dan wisata alam. €. implementasi deregelulasi
: I tapak {(KPH). | 6. Mendukung pelibatan pihak industrl dan perdagangan
’ | swasta dalam meningkatkan i hasii hutan (tidak terkecuali
! | HHBK, i herkaitan dengan regulasi :
! Hutan Rakyat). !
4 Bidang 1. Peningkatan kualitas SOM 1. Meningkatkan Produksl Hasil 1.Meningkatkan kemitraan antar
Peternakan pada sektor paternakan. Peternakan melaiui berbagal kelompok peternak dengan i
2. Pembebasan Lahan sebagai macam program pola atau siakehotder terkait. !
usaha memfasilitasi model. 2. Pemngkatan keglatan
penyediaan lahan bagi 2. Memberikan insentif perpajakan penelitian dan meningkatkan
investor yang akan bagi investor yang kualitas produk peternakan
mengembangkan mengembangkan peternakan vang berbasis teknologi dan I
peternakan dan industri dan mendirikan industr inovasi. !
peternakan di Barsel pengolahan produk peternakan. |3. Meningkatan Pencegahan dan |
1. Peningkatan kegiatan 3. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakis ]
| i penalitian dan Penanggulangan Penyaklt Ternak. |
| ; meningkatkan kualitas termak. 4. Meningkatkan Produksi Hastl
! produk peternakan yang 4. Pasca Panen dan Peningkatan Peternakan melalui berbagai |
! berbasis teknologi. Pemasaran Hasil Produksi macam pengambangan pofa i
4. Meningkatkan Produk Hasil paternakan yang berdaya salng atau model peternakan .
[ Peternakan melalul 5. Peningkatan Produksi 5. Peningkatkan promosi i
: program integrasi sapi Peternakan melatui kegiatan terhadap peluang i
! sawit, sentra paternakan penelitian dan meningkatkan pengembangan sektor i
[ rakyat, pengembangan kualitas produk peternakan yang peternzkan dan pendirian |
kawasan, Ranch, Budidaya berbasis teknologi dan Inovasl. industri pengolahan produk
ternak dan Pengembangan | 6. Meningkatkan promos! terhadap | peternakan di kalteng.
Hijauan Pakan ternak. peiveng pengembangan sektor |6, Meningkatkan Produksi Hasil
| 5. Meningkatkan Pencegahan peternakan dan pendirlan Feternakan yang berbasis i
g dan Penanggulangan industri pengolahan produk agribisnis. {
]: Penyakit ternak . peternakan di Barsel. i
: 7. Memberikan insentif perpajakan '
bagi investor yang !
j mengembangkan peternakan
dan mendirikan industrl i
pengolzhan produk peternakan '
5 ¢ Bidgng 1 L. Peningkatan 5DM sektor 1. Peningkatan diversifikasi produk ; 1. Peningkatan diversifikasi i
' | Perikanan perfikanan budidaya dan ’ industri perikanan dengan } produk industri perikanan '
i tangkap. ! bahan baku dari perikanan. dengan bahan baku dari '
i + 2. Memfasilitasi penyediaan |' 2. Peningkatan teknologi budidaya perikanan, i
i i lzhan bagtzalon Invester | ikan. 2. Peningkatan teknclogi |
yang akan mendirikan | 3. Pengembangan perikanan budidaya ikan, '
industri pengolahan produk J hudidaya fainnya yang memiliki | 3. Peningkatan kegiatan !
| |

pakan ikan.

kualitas produk perikanan |




. Prornosi terhadap peiuang

. Paningkatan kegiatan
peneiltian dan meningkatkan |

. Meningkatkan promosi

. Meningkatkan kualitas

pendirian industri
pergolahan produk
perikaran budidaye dan
pakan jkan serta sektor
perikanan tangkap.

kualitas produk perikanan
budidaya yang berbasis
teknologi dan inovasi.

terhadap peluang
mendirikan perikanan
budidaya.

pelayanan dan perizinan bagi
investor yang akan

menanamkan modai pada
sektor parikanan tangkap,

. Memfasilitasi penyediaan

iahan bagh investor yang
akan mendirikan industri
pengolzhan produk

antara lain seperti: Saluang,
gabus, gurami, patin dan lefe.

i 4. Meningkatkan pengawasan

limngkungan terhadap kegiatan
pengembangan sektor perikanan
budidaya.

5. Peningkatan kegiatan penelitian |

dan meningkatkan kualitas
produk perikanan budidaya dan
tangkap yang berbasis taknologi
darn inovasl.

6. Peningkatan teknologi
penangkapan ikan.

7. Peningkatan sarana prasarana
penangrapan lkan.

I budidaya dan tangkap VEHE_T
terbasis teknoiogi dan
inovasi |
4. Peningkatan diversifikasi }
preduk industri perikanan ;
I dengan bahan baku dari |
perikanan.
: 5. Peningkatan sarana i
prasarana penangkapan |
ikan,. |
Peningkatan diversifikasi
produk industri perikanan
dengan bahan baky dari i
perikanan. |
Peningkatan teknolog; |
budidaya lkan. J
|

P

nt |

8. FPeningkatan kegiatan
penelitian dan meningkatkan
kualitas produk perikanan
budidaya dan tangkap yang
berbasls teknologi dan |
nowasl, [

9. Peningkatan diversifikasi I

t
|
1
|
|

oroduk industri perikanan

i
i

5

j 2. Pembinaan usaha migas
. Pemanfaatan sumber daya

. Pengolahan kandungan

. Terciptanya herbagai

tambang bahan mineral dan
kahan galian golongan C
dengan baik.

yang relatif besar dan
potensial untuk
dikembangkan secara lebih
madern. Untuk tujuan yang
dapat menghasilkan nilai |
askpor untuk meningkatkan
Pendapatan Asll daerah i
{PAD), {
Pengclahan Pemenubhan
kebutuhan secara lokal dan
daerah dengan
memperhitungan
kelangsungan alam.

sumber energi alternatif

yang murah bagi
masyarakat yang secara
mandiri dan dapat i
menunjang keglatan
ekonomi.

| 2. Pembangunan sarana-sarana

pendukung seperti eksplorasl,
rencana angkutan ger kereta
api, pelabuhan dimana
peteksanaan ini dilakiukan
dengan pola kerjasama.

3. Pengelolaan usaha harus
diakukan dengan terat sejak
mulal eksplorasi, eksploitasi
hingga pasca penambangan
demt mempertahankan /
menjaga kuaiitas lingkungan.

4. Meningkatkan ketahanan energi |

yang bersit dan ekonomis untuk
industri rumah tangga, industri
besar dan transportasi.

5. Memenuhi Kebutuhan listrik
yang berkualitas, hljau dan
terlangkau kepada seluruh
laplsan masyarakat Hingga ke
pedalaman, baik untuk
memenuhi kebutuhan rumah
tangga, Industri Kecil Menengah
bahkan Industri Besar.

6. Industrialisasi batu gamping,
karet dan sawit

perikanan tangkagp, dengan bahan baku dari
8. Peningkatan teknologi perikanan.
penangkapan ikan. 10. Peningkatan sarana dan
i i prasarana penangkapan
it i ikan. !
Bidang 1. Pemhinaan dan pengawasan | 1.Mempersiapkan kehijakan dan 1. Menjalankan prosas —|
| Pertamabangan bidang pertambangandan |  perlindungan terhadap hasil !  penambangan dengan :
dan Energl kelistrikan i alam dan tambang, i memperhatikan kawasan

agar tidax berdampak

keruglan bagi lingkungan.

Proses tersehut dilskukan f

% dengan sistern tertutup dan |
monitoring yang baik agar
tidak mengakibatkan
kerusakan lingkungan.

2. Pola kerjasams dengan |
swasta/investor agar dapat |
membuka lapangan kerja |
dibidang pertambangan. [

3. Upaya pengolahan tambang |

| dapat meningkatkan i

pendapatan asli daerah I

segera direalisasikan. i

| 4.Peningkatan produktivitas i

kegiatan usaha

pertambangan dan i

penggalian melibatkan |

masyarakat dengan pola
pendampingan. ‘
| 5.5ecara terbatas dapat

| membantu keperluzan

f konsums| daerah lain dengan |
permbangunan prasarana

l Fisik daerah, |




P7

B;idang

i Infrastruktur

. Menjamin akses masyarakat

. Peningkatan kinerja

terhadap kinerjanya.

i a4
| 1. Menjamin ketersedliaan

infrastruktur dasar untuk
mendukung peningkatan
kesejahteraan daerah. I

. Meningkatkan kuantitas dan

kualitas berbagai sarana dan
prasarana penunjang \
pembangunan daerah.

. Pembenahan pelayanan

sarana dan prasaranz
infrastruktur sesuai Standar

Pelayanan Minimum (SPM).

deya saing sektor rill dan
menjamin ketersediaan
aksesbllitas masyarakat
terhadap jasz pelayanan
sarana fan prasarana.

i
. Mendukung peningkatan |
|

terhdapa jasa kegiatan
infrsastruktur dengan !
penyedizan bantuan uniuk l
pengelslzan infrastuktur
berbasi masyarakat.
Pariuasan jangkavan |
pelayanan infrastruictur dan |
penyediaan infrastruktur
yang murah, handal dan
herkelanjutan akan
menurunkan biaya produksi
dan distribusl.

infrastruktur dan
dilaksanzkan pemantauan
vang barkelanfutan

i o M-éningkatkan Kerjasama

Pemerintah dan swasta [KPS)
dalarm pembangunan
infrastruktur,

| 2. Perencanaan kabuturan

infrastruktur harus dilakukan
melali kombinasi antara
gerencangan yang digagas
pemerintah pusat dengan yang
digagas pemerintah daerah.

3.Pembangunan dan Pemanfaatan

teknologi informast dan
komunikasi sebagai pendukung
perekongomilan daerah.

¢ 4. Menyiapkan sarana Infrastrukeur

yang mendukung peningkatan
dan pertumbuhan ekonomi
deerah,

5. Melanjutkan pelaksanaan dual

track strategy dafam
pembangunan infrastruktur,

&. Mekanisme penyediaan

infrastruktur harys
mendasarkan pada prinsip-
prinsip akuntabilitas,
transparansi, serta
memperhatikan aspek efisiensi
dan keadilan.

| 7.Pemberizan subsidl tevkait

infrastruktu

Pariwisata

Promaosi wisata terutama
wisata alam yang berupa
wisata hutan atau cagar
alam dilakulan secara
berkaia.

Pengenalan dan
penyampaian informasi
daerah wisata meialui
media, badan usaha, dan
pemerintah daerah.
Pengolahan wisata !
dilakukan dengan haik dan
pengawasan secara barkala
dilakukan, i

Pemberdayazn masyarakat
daerah sekitar pariwisata guna
meningkatkan kesejzhteraan
dan kut menjaga keadazn
afam,

Pembinaan, pengawasan dan
pelatihan secara berkala bagi
satuan pelaksana pariwisatz
daerah.

Membuka kesempatan bagi
masuknya investar tokal dan
asing guna pariwisata daerah.
Menciptakan iklim Investasi
parewisata yang letih kondusif
dan sehat bagi setiap daerah.
Memberikan kemudahan
pelayanan perizinan bidang
pariwisata vang cepat,
keringanan pajak, dan
duktngan fair,

. J. J‘ﬂenmgkatkan dan membuka

- Menjarin kelancaran i

pembangunan Infrastruxtur
pada daerah perekonomian
yang mary dan berkuziitas
pada wilayah-wilayah
perkampungan, sentra-sentra
produksi dan pusat-pusat
pertumbuhan baru secara |
seimbang, selaras dan serasi, |
Penyediaan infrastruktur
harus memperhatikan aspek
keberianjutan. Pembangunan
Infrastruicur harus
memperhatikan aspek
keberlanjutan, sehingga
dalam jangka panjang
keberadaan infrastruktur !
tidak menyebabkan kerusakan
lingkungan,

distribusi barang jasa dan
trdormast untuk
meningkatkan daya saing
produk rasional. Percepatan |
pembangunan infrastruktur i
didaerah guna mendukung
peninghatan kesejahteraan
rakya

i
|
|
i
i

1

2. Mempersiapkan lokas! wisata

. Memberikan jamrna_ﬁ'_

keamanan dan ketenangan |
bagi wisatawan. i

menjadi tujuan destinasi
nasionzl dan internaslonal.

3. Peningkatkan sumber daya

4.

i K,

6. Membuka kawasan wisata

lokasi pariwisata.

Bersama dengan pihak
penegak hukum dan aparat
keamanan menjaga asset i
serta lokasi pariwisata daerah. |
Mempersiapkan daerah
dengan prasarana dan sarana
yang miemiliki standar dan
dapat ditingkatkan secara
berkala kepada taraf
internasional.

]
|
manusia dzlam pengolahan |
1
!
]
|

yang berkonsep pada |




Perdagnngan_
dan Ingustri

pelestarian lingkungan dan
pemberdayaan masyarakat.

1. Pengembangan sister
pendukung usaha bagi
koperasi dan UMKM

2. Peningkatn kualitas
ketembagaan dan
pengembangan Industed

3. Pengembangan sistermn
pendukung usaha bagi
koperasi dan UMKM

4. Pengembangan kawasan
industri kecil dan
menangah.

5. Peningkatan kemampuan
teknolog industri,

& Penyebarzn pembangunan
infrasturktur energl.

7. Pengembangan setra
perdanganan,

8. Pengembangan
pergudangan, rempat
parkir dan terminal khusus
barang.

3. Mendorong produk
bersertifikat halal

. Pangembangan Indust

berbasis nilai tambah

. Peningkatan perfindungan

konsumen dan petgamanan
perdagangan

. Pengembangan industri skala

besar,

Pengembangan SOM yang
mampu mengolah industri
skala besar.

Pengembangan pasar ekspor

perdagangan komaditi

unggulan.

1. Pngembangan kiaster industri

berbasis sumberdaya yang
ada & Barsel

2. Penyebaran sektar Industri
berbasis pengetahuan.

3. Kerjasama kemltraan antara
lembaga keuangan dan sektor
industri yang berbasis
pengtahuan.

4. Pembangunan perdangangan
yang berbasis pengetabuan.




BAB VI
PELAKSANAAN

Pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan
direncanakan dengan berdasarkan strategi untuk peningkatan iklim
penanaman modal dan sejalan dengan arah kebijakan penanaman modal.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 lentang Rencana
Umum Penanaman Modal yang menjadi tujuh arah kcbijakan penanaman

modal di Kabupaten Barito Selatan yaitu sebagai berikut:

a. Perbaikan Ikiim Penanaman Modal;

b. Persebaran Penanaman Modal;

c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;

d. Penanaman Modal vang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);

e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kaperasi (UMKMEK);
f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan

g. Promosi Penanaman Modal.

Adapun arah kebijkan dan silrategi Pcnanaman Modal di Kabupaten

Barito Selatan tersebul dapat dijabarkan sebagai berikut
6.1. Arah Kebijakan Perbaikan Iklim Penanaman Modal
6.1.1. Strategi 1. Menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah

Perkembangan dan pertumbuhan investasi diKabupaten Barito
Selatan mengalami pertumbuhan investasi dari tahun ke tahun walaupun
menunjukkan angka yang tidak terlalu signifikan namun inveslasi
diKabupaten Barito Selatan tetap menunjukan adanya pertumbuhan dan
peningkatan. Perusahaan perusahasn yang berinvestasi diKabupaten
Barito Selatan sebagian besar bergerak dibidang pertambangan, dengan 15
perusahaan pemegang TUP eksplorasi dan 17 perusahaan pemegang [UP
produksi. Disamping perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan,
perkebunan, kehutanan, pertanian, di sepanjang sungai barito juga
banyak terdapat terminal khusus (stock file) batu bara yang
pertambangannya berada di Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito
Utara, Kabupaten Barito Timur, kabupalen tabalong provinsi Kalimantan

selatan dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan,



Hal ini merupakan antisipasi oleh perusahaan pertambangan yang
berada dikabupaten murung raya dan kabupaten barito utara pada saat
debit air barito surut atau musim kemarau, sehingga tongkang vang
mengangkut batu bara tidak bisa mencapai daerah hulu sungai Barito
yang pada musim kemarau lidak dapat dilalui oleh kapal-kapal besar.
Semenlara untuk Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Tabalong Provinsi
Kalimantan Selatan dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
melakukan pengiriman batu bara melalui sungai barito mengingat ketiga
kabupaten tersebut tidak memiliki sungai besar yang dapat dilalui cleh

kapal kapal besar atau tongkang.

QO Ay i b o ; B8]
949 893,534,456  951,214,787,258 ©98,440.842,110.00

177,611,400,000

Gambar 6.1

Pertumbuhan Investasi PMA/PMDN Kabupaten Barito Selatan

6.1.2. Strategi 2. Memudahkan Perijinan dan Kepastian Hukum

Dengan adanya perbaikan regulasi yang semakin mempermudah
proses dan menyederhanakan rentang waktu pelayanan inveslasi di

Indonesia. Di antaranya adalah:

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana umum
Penanaman Modal;

b. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata
Cara Perijinan dan Non Prizinan Penanaman Modal:

c. Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;

d. Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Fungsi PTSP Bidang Penanaman Modal:

Dengan demikian konsistensi dan implementasi daripada peraturan
tersebut lebih pasti, lebih cepat, dan membuat investor semakin mudah

merealisasikan kegiatannya.



6.1.3. Strategi 3.Penyiapan Sumber Daya Manusia SebagaiTenaga Kerja

Isu yang menjadi perhatian di Kabupaten Barito Selatan adalah isu
terkait dengan kualitas dan pasokan tenaga kerja yang mendukung jenis
dan pola investasi yang ada. Kualitas lenaga kerja berpengaruh kepada
spesifikasi  kualifikasi  yang dibutuhkan perusahaan. Karena arah
pembangunan sektor Kabupaten Barito Selatan ke depan adalah bersandar
pada sektor yang bisa diperbaharui (renewable). Di antaranva adalah
sektor pertanian dalam arti Tuas, sektor indusiri manufaktur berbahan
dasar pertanian (agroindustri), dan scktor jasa-jasa dan perhotelan. Maka
karakteristik tenaga kerja yang memcnuhi (untutan pasar pada sektor-

sektor tersebut sangat penting.

Salah satu indikator pokok kualitas sumberdaya manusia adaiah
pendidikan.  Pendidikan  merupakan  komponen penting  dalam
pengembangan wilayah yang bertumpu pada masyarakat lokal, Semakin
tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu daerah, maka semakin baik
pula kualitas sumberdaya manusianya. Scmakin tinggi kualitas
sumberdaya manusia, semakin terbuka untuk mencrima inovasi dan
perubahan yang tepat bagi pengembangan wilayahnya.

Menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk berumur 10
tahun keatas di Kabupaten Barito Selatan, mayoritas berada di jenjang
tamat pendidikan sekolah dasar (SD) yaitu sebesar 34,19 %, sedangkan
yang paling kecil jumlahnya adalah tamatan diploma /akademi wyaitu
sebesar 1,91 % (tabel 6.1)

Tabel 6.1.
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Barito Selatan 2008 dan 2010

2
- Tingkat Laki-Laki (%) Pere;:{lruan | Jumlah (%) |
Pendidikan { . |

2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014

1| Tidak/Belum 11,20 1 17,69 | 1815 | 24,64 | 14,72 | 21.16

Tamat S0 ) | | i

2 |sD 3964 | 32,59 | 34,77 | 31,90 | 37,20 | 32,24

3 | sLTP 21,93 | 21,18 | 17,78 | 20,02 | 19.85 | 20,60

4 |sLTA 23,58 | 19,89 | 2045 ' 15,34 2201 1761
5 | Diploma/Akademi 1,071 1,20 6,15 2,08 | 361 1,62
"6 | Universitas 2149 ] 746 271 6,15| 2.60| 6.80 |

| JumiahTolxl 100 100, 100| 100| 100| 100
1

Sumber :Barito Selatan Dalam Ang}ka 2015



Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Barito Selatan

Scbhagian hesar (68,71%) penduduk produlktif bekerja di sektor
pertanian, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah scktor Listrik,
Gas dan Air yaitu sebesar 0,36%. Dari kescluruhan penduduk Barito
Sclatan 53% berumur 15 lahun keatas yang merupakan penduduk usia
produktif secara ekonomis.Masih rendahnya tingkal pendidikan penduduk
vang bekerja, terlihat dari hampir 64% penduduk bekerja diberbagai
sektor. Berdasarkan jumlah pencari kerja yvang terdafllar tercermin tidak
seimbangnya antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia.
Rata-rata setiap tahunnva tidak lebih dari 30% dari seluruh jumlah
pencari kerja terdaftar yang mendapat pekerjaan, sisanya sckitar 70%

masth belum mendapal kesempatan.

Gambar 6.3
Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Barito Selatan

Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak
vanglerjadi sclama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak
dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktck
diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup
kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari
ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.Partisipasi perempuan di

bidang pendidikan disajikan pada Tahel 6.2.



Tabel 6.2
Partisipasi Perempuan Di bidang Pendidikan

Perempuan Jumlah (%)

| No. | Tingkat Pendidikan | (%)
' " 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
1 | Tidak/Belum Tamat 1815 | 24,64 | 1472 | 21.16
SD

7| sp _ 34,77 | 531,90 [ 37,20 | 32,24

3 [ sLTP 17,78 | 20,02 | 19,85 | 20,60 |

4 | sLTA 20,45 ! 1534 22,01 ' 17,61

5 | Diploma/Akademi 6,15 2,04 361 | 162

6 | Universitas _ . 271] 8,15] 2,60 6,80 |
JumlahTotal 100 100 100 100

Sumber: Barsel Dalam Angka 2013 dan 2014

Peningkatan  kualitas hidup dan peran percmpuan serta
kesejahteraan dan perlindungan anak mcrupakan bagian penting dalam
upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi
perempuan dan anak wuntuk berpartisipasi  dalam pcmbangunan,
memanlaatkan hasil-hasil pembangunan, serla turut mempunyai andil
dalam  proses pengendalian/kontrol pembangunan.  Selain itu,
pembangunan nasional harus memcgang prinsip pemenuhan hak asasi
manusia, yang salah satunya tercermin dalam pencapaian kesetaraan dan

keadilan gender scrta hak-hak anak yang tidak terabaikan.

Tabel 6.3
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah
di Kabupaten Barito Selatan

[ NO ‘ — Kab. | Provinsi |
. | . Barscl Kaltt:ng_
L i Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon 11 2 11 |
|2 { Jumlah perempuan yang mcnempati jabatan eselon 18 139
11
(3 Jumlah perempuan wng menempati jabutan eselon 496 667
v
| 4 Jumlah pekerja perempuan yang menempati jabatan - 0
eselan V
5 Pekcria perempuan di pemerintah 477 1.088 |
G Jumlah pekerja perempuan ' 2705 | 58.789 |
7 Persentase pekerja percmpd;:m di lembaga pemerintah | 17,63 1,85

Sumber - Badan FPemberdagyaan Perempu.:m, Anak dan KB Franinst Kulimantan Tengoaf, 2014



Kesctaraan dan keadilan gender merupakan hak penduduk
perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kescmpatan yang sama, baik
dalam hal mengakses, menerima manfaat, mengendalikan, maupun
berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan dari upaya mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia antara lain ditunjukkan
dengan meningkalnya akses dan partisipasi perempuan dalam
pembangunan yang anlara lain tcrcermin dalam angka persentase
partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Tabel 6.3. Perbandingan
persentase perempuan di lembaga pemerintah, yang dirinci menurut

kabupaten /kota dan provinsi disajikan dalam Tabel 6.4.

Tabel 6.4
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah
menurut kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah

B Lemb
No. Jumlah pekerj Jumlah peker S
: Kabupaten di 1'mn:ma'l:l;ri|:ntr:-:la Perem];unnja Pem:%ntah
1 Barito Utara - T98 7682 10.39
2 Palangka Raya 3551 5263 j 67.47
| 3 Lamandau 876 5608 ) 15.62
4 Sukamara ] 491 8189 6.00
5 Gunung Mas i 1247 | 12395 10.06
6 Katingan 271 12783 2,12
7 Barito Selatan i 477 2705 17.63
8 | Murung Raya | 1135 14776 7.68
9 Pulang Pisau ’ 1462 3740 39.09
| 10 | Kotawaringin Barat 749 1639 4573
| 11 | Barito Timur 1940 23138 8.38
12 | Kotawaringin Timur 2651 33531 7.91
13 | Seruvan 685 26744 . 2.56
. 14 | Kapuas 2804 5623 19.87
L Jumlah 19.137 163.8158 11.68

Sumber : Bodan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provinsi Kalimantan Terigaﬁ, 2015

6.1.4. Strategi 5. Kepastian Lahan dan Usaha

Isu strategis yang juga menjadi faktor penghambat adalah kejelasan
slatus tata ruang wilayah dan lahan khususnya yang berkenaan dengan
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non-
Kehutanan (KBNK). Nilai realisasi investasi di Kabupaten Barito Selatan
memang terus meningkat setiap tahunnya. Namun terkadang ketika
investasi berada pada tahapan implementasi, terkendala dengan status
kepastian tata ruang dan lahan yang simpang-siur. Akibatnya investor
dirugikan dan ini berpengaruh terhadap kolega investor yang lain yang

berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Barilo Selatan.



Ketidakjelasan status lahan juga menimbulkan munculnya konflik sosial di
lapangan, misalnya pada kasus perkebunan sawit dan pertambangan. Ke
depan diperlukan adanya kecpastian dalam perencanaan induk RTRW
(Rencana Tata Ruang Wilayah) di Kabupaten Barito Selatan yang dapat
menjadi landasan bagi RTRW di level Kabupaten/Kota untuk menjelaskan
peta guna lahan jangka panjang ke investor yang berminal menanamkan

modalnya di dacrah ini.

Tabel 6.5
Rencana Kawasan Budidaya
No | KAWASAN BUDIDAYA Hektar
Budidaya
1. Iutan Rakyat | 425,62
2. | Hutan Produksi ' ' 190.142 .51
3, Hutan Produksiterbatas 51.826,69
4. Hutan ProduksiKonversi 75.182,7 |
5. | Permukiman - 16.88
| 6. Perkebunan o 14.5481,07
7. Pertambangan ' 2.144.39
8. Pertanian Lahanbasah ' 4.257,16
q. Pertanian LahanKering 2.224 84
© 10. | Perternakan 720.198,79
| JUMLAH 508.760,85 |

Sumber: Rancangan RTRWK Barito Selatan 2011 - 2031

Dilihat dari ketersediaa potensi wilayah untuk pengembangan
budidaya, seperti kawasan untuk hutlan produksi tersedia 190.142,65
hektar dan budidaya sektor perkebunan 145.481,07 hektar. Untuk sektor
pertambangan 2.144,39 hektar dab pertanian lahan basah 2.144,39 hektar
(Tabel 6.5).

6.2. Arah Kebijakan Persebaran Penanaman Modal
6.2.1. Strategi 1. Memperluas Cakupan Investasi di Wilayah Kabupaten
Salah satu isu terkait penanaman modal di Kabupaten Barito
Selatan ialah karena masih terkonsentrasinya investasi pada wilayah
perkotaan dibandingkan Kccamatan. Berdasarkan hasil kajian akademis
Tim Penyusun Naskah Akademis dari Universitas Palangka Raya, terdapat
beberapa fakfor yang menghambat yaitu perlama, tidak scimbangnya
infrastruktur kota-Kecamatan; kedua, kepadatan penduduk vang sangat
timpang antar-kabupaten/kota, dan ketiga, lemahnya promosi invlestasi

pada sektor-sektor potensial di dacrah.



a.Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2010
mencapai 124 500 jiwa. Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk
Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2010-2015 terlihat ada peningkatan
Jumlah penduduk. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada
tahun 2015 yang berjumlah 131 987 jiwa maka penduduk pada tahun
2010 mengalami pertambahan sebesar 127.058 jiwa, dengan rata-rata laju
pertumbuhan sebesar 0.64 %, dimana lonjakan terbesar dari tahun 2010
ke tahun 2014 sebesar 2,36 %. Perkembangan jumlah penduduk dari
tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penambahan sebesar3.378 Jjiwa

seperti padaTabel 6.6.

Tabel 6.6
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
diKabupaten Barito Sclatan

l | Jumlah Penduduk ' Laju Pertumbuhan Penduduk
No. Kecamatan _ " per Tahun (%} o
L _ 2010 2014 2015 2010-2015 2014-2015 !

1 2 3 4 5 5 - 7 .
L 2 | Jenamas 9 092 Y 246 9 284 0,39 0,41
3 | Dusun Hilir 15 659 16 201 16 312 0,83 0,69
|4 | Karau Kuala i5413 15 754 15 815 0,52 0,39
5 | Dusun Selatan L A9 929 53611 | 54484 17T ’ 1,63
{ 6  Dusun Utara 16 358 16716 16 778 0,51 0,3
| 7 | Gunung Bintang 18 056 19 081 19 314 1,36 1,22
Barito Selatan 124 500 | 130609 | 131 987 _ .

Sumber : Kabupaten Barito Selalan dalam Angka 2016
b. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan jumilah penduduk vang ada dapat dikctahui, bahwa
penyebaran penduduknya tidak merata ke sctiap wilayah dimana
Kecamatan Dusun Selatan memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni
sebesar jiwa 56.291 (40,72%) dengan proporsi jumlah penduduk laki-laki
lebih besar yakni 28.859 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk
percmpuan  yakni 27.432. Jumlah penduduk terkecil dimiliki oleh
Kecamatan Jenamas yakni sebesar 10.400 jiwa {7%) dengan proporsi
jumlah penduduk laki-laki lebih besar yakni sebesar 5.285 jiwa dari pada
jumlah penduduk percmpuan yakni sebesar 5.115 jiwa.Bila diilihat dari
kepadatannya, bahwa Kecamatan Dusun Selatan merupakan penduduk
vang paling tinggi, yaitu 30,77 jiwa/km? dan yang terendah di Kecamatan

Dusun Hilir, yaitu sebesar 8,41 jiwa/km? (Tabel6.7).



Tabel 6.7
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Selatan

Ne Jumlah Penduduk Jumlah Persentasc Luas (kmn2) | Kepadatan
Pendudu Penduduk | Penduduk per

I _ .  km2
| A 2 3 4 5 6

l Jenamas 9284 7.03 662,16 | 14,02

2 | Dusun I 15 815 11,98 825,23 19,16
B Karau Kuala 15 815 11,98 825,23 19,16

4 Dusun Sclatan i 54 4534 4125 113347 48.07 ]
L3 Dusun Utara 16 774 12,71 1 271,64 13,19

o] Gunung Bintang, 19 314 i 14,63 1 737.86 i 10,949

Awal _ ]

il Barito Selatan 4 131 987 100,00 7 020,05 | 117.3

Sumber : Kabupaten Barilo Selian dalam Angka 2016
Perkembangan penanaman modal di Barito Selatan vang tercantum
dalam RPJMT) Kabupaten Barito Selatan tahun 2016 diarahkan untuk
a. Mempertahankan dan mengembangkan investasi vang sudah ada.
b. Menambah dan mencari serta menarik investor-investor baru baik
lokal, nasivnal maupun asing.

c. Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi rakyat.

Strategi kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal,
meliputi:

a. Meclakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian proyek investasi
PMA dan PMDN melalui satuan tugas (satgas) terpadu baik tingkat
provinsi maupun kabupaten /kota untuk menciptakan iklim investasi
vang lebih kondusif dan sehat.

b. Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bersama aparat
keamanan terhadap para investor.

¢. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan yang cepal, keringanan
pajak, pembebasan pajak untuk masa persiapan dan kontrustruksi
(berupa tax holiday secara selcktif).

Untuk meningkatkan penanaman modal pada sektor pertambangan
dan encrgi dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ckonomi
dan penurunan kemiskinan maka beberapa slrategi yang dapat dilakukan

adalah :

a. Membangun kerjasama antara pcmerintah dengan sektor swasta pada
sektor energi; dan
b. Mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik dan jaringan

trasmisi.

Beberapa lukasi pengembangan penanaman modal pada sektor

pertambangan dan cnergi adalah scbagai berikut:




4] Peruntukan pertambangan batu bara terdapat di Kecamatan Gunung
Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara =

b} Peruntukan pertambangan galian tanah urug yang terdapar di
Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara;

¢} Peruntukan pertambangan galian batu belah di yang lerdapat di
Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara;

d) Peruntukan pertambangun galian pasir dan batu kerikil yang terdapat
di Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Gunung Bintang Awai,
Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan
Mangkatip dan Kecamatan Jenamas:

e] Peruniukan pertambangan kapur di Kecamatan Gunun g Bintang Awai;

) Peruntukan pertambangan bijih besi di Kecamatan Gunung Bintang
Awai; dan

g) Peruntukan pertambangan emas di Kecamatan Gunung Bintang Awai,
Dusun Utara dan Dusun Selatan.

6.2.2.Strategi2. Memecah Konsentrasi Sektor Ekonomi melalui

Persebaran Investasi Kepada Sektor Ekonomi Berbasis
Sumber Daya Alam Terbarukan

Daya saing daerah merupakan salah salu aspck  lujuan
penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan
unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah
satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan
dengan tujuan pembangunan daerah  dalam mencapai  ungkat
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah lerdiri
dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayvah/ infrastruktur, iklim
berinvestasi dan sumber dava manusia.

a. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari
tingkat PDRB, semakin tinggi tingkat PDRB per kapita maka semakin
tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. PDRB perkapita
penduduk Barito Selatan berdasarkan harga konstan tahun 2000
mengalami peningkatan terus mencrus sejak tahun 2015 hingga tahun
2016. Pada tahun 2006 PDRB perkapita Barilo Selatan sebesar 6,58 Jula
rupiah meningkat menjadi 7,83 juta rupiah pada tahun 2015. Sementara,

PDRB perkapita Kalimantan Tengah, tahun 2015 sebesar 8,5 juta.



b. Perkembangan Ekspor

Perkembangan volume dan nilai ckspor Karetdan Rotan Kabupaten
Barito Selatan adalah
(fambar 6.4

komeoditas karet dapat dilihat pada tabel6.9 dan

Tabel 6.9
Volume dan Nilai Ekspor Karet Kab. Barito Selatan
Volume Ekspor Nilai FOB
Bulan
2015 2016 2015 2016
Januan 2 194 920 2 973 600 3310 754 3 497 486
[ Pebruari 3 500 280 4 551 120 5205 335 5138 271
"Maret 1 866 200 3 255 280 3 699 590 3 554 486
apri 3358 880 - A 785 955 . i
Mei 2 392 740 . 3419970 -
Juni 3915 800 & 673 391 476
Juli 3 461 780 = 510874 416 -
i Apustus 4 869 060 745 070 028 .
September | 3 774 960 - 573 569 300 -
Oktober 3777 480 - 499 520 725 . |
November | 3 744 720 L 460 331 245 .
Desember | 2 903 040 . 352 152 465 : B
Jumlsh 39 759 860 10 780 000 3 835 531 461 12 160 24
Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2016
0 1BE3050
4160520 43860606
B / {igljf;.a:;-*._,-'aaﬁs3.:ﬂf.:>_a-:5??“'%rj el N
zvggldcﬂji Hhaearoo ;iJSS?E
2194520
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Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2016

Gambar 6.4
Volume dan nilai Ekpor Rotan Kabupaten Barilo Selatan



6.2.3. Strategi 3. Pengembangan Sentra-sentra Ekonomi Baru dengan
Mengadopsi Strategi Kawasan Klaster Industri Unggulan

Kawasan Budidayva. Kawasan Hutan Produksi Kawasan hutan
produksi di Kabupaten Barito Selatan tersebar di beberapa kecamatan,
dengan luas kurang lebih 118.762,56 Ha. Hutan produksi di Kabupaten
Barito Selatan juga merupakan bagian dari upaya pelestarian DAS Barito.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kchutanan  Nomor
SK,292/Menhut-11/2011 tanggal 31 Mei 2011, persebaran Hutan Produksi
(HP) di Kabupaten Barito Selatan terdiri dari:

a) Hutan produksi tetap (HP) dengan luas kurang lebih 83.630,06 hektar
yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten;

b) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas kurang lebih
28.942,97 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan dalam
Kabupaten; dan

c) Hutan produksi terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 43.299,33
hektar vang terletak di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Dusun
Utara, dan Dusun Selatan.

1. Kawasan Hutan Rakyat Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK,292/Menhut-11/2011 tanggal 31 Mei 2011, luas
kurang lebih 425,62 hektar yang terdapat di Kecamatan Gunung
Bintang Awai

2. Kawasan Pertanian 1. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri dari
pertanian lahan basah, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan
lahan kering.Pertanian lahan basah. Rencana pengembangan pertanian
lahan basah khususnya padi hybrida sebagian besar diarahkan di :

a} Kecamatan Dusun Hilir 2.500 Ha

b) Kecamatan Dusun Selatan 2.000 Ha Intensifikasi luhan lebak vaitu
di:

¢) Kecamatan Jenamas 80 Ha

d) Kecamatan Dusun Hilir 75 Ha

e} Kecamatan Karau Kuala 50 Ha

f) Kecamatan Dusun Selatan 50 Ha

g) Kecamatan GB Awai 25 Ha



Pengembangan usaha produksi padi :

a) Kecamatan Karau Kuala 100 Ha

b) Pertanian pangan berkelanjutan. Kawasan lahan pertanian vang
diolah secara berkesinambungan untuk, ketahanan pangan yang
tersebar di setiap kecamatan dengan luas lahan sekitar 150 heklar

c) Pertanian lahan kering. Kawasan pertanian lahan kering diarahkan
tersebar di bagian tengah dan utara Kabupaten Barito Selatan,
vaitu Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala dan
Kecamatan Dusun Hilir.  Padi ladang diusahkan di kecamatan non
pasang surut/lahan kering, yaitu Kecamatan Dusun Selatan,

Dusun Utara dan GB Awali.

Kawasan  Pertanian  Hortikultura Peruntukan  hortikultura
direncanakan di Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara, Gunung

Awai dan Jenamas seluas kurang lebih 29,20 km?.

Kawasan Perkebunan Adapun arahan pengelolaan perkebunan di

Kabupaten Barito Selatan diarahkan sebagai berikut :

a) Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kecamatan Dusun
Utara, GB Awai dan Dusun Sclatan tidak boleh dialihfungsikan
untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannva sebagai
penun- jang pariwisata dan penelitian;

b) Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui
peningkatan peran scrta masyara- kat yang tergabung dalam
kawasan masing-masing;

c) Penctapan komodili tanaman tahunan selain mempertimbangkan
kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu

mempertimbangkan aspeck sosial ekonomi dan keindahan /cstetika.

Kawasan Perternakan Pengembangan petcrnakan di wilayah kabupaten
Barito Selatan ini direncanakan terpadu dengan pengembangan
kegiatan pertanian tanaman pangan dan semusim sehingga dapat
memberikan nilai tambah bagi kegiatan seklor pertanian disamping
meningkatkan gizi masyarakal. prospek budidaya peternakan Kerbau
Rawa, Kambing, Sapi dan Ayam potong di kabupaten Barito Selatan
cukup potensial dikembangkan dan diharapkan dapat merupakan

komaoditas andalan bagi kabupaten Barito Selatan.



6. Kawasan Pertambangan Adapun pembagian Wilayah peruntukan

tambang di Kabupaten Barito Selatan meliputi :

a) Peruntukan pertambangan batu bara terdapat di Kecamatan
Gunung Bintang Awai dan Kecamalan Dusun Utara ;

h) Peruntukan pertambangan galian tanah urug yang tcrdapat di
Kecamatan GGunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara;

i) Peruntukan pertambangan galian batu belah di yang terdapat di
Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara;

J} Peruntukan pertambangan galian pasir dan batu kerikil yang
terdapal di Kecamatan Dusun Selatan Kecamatan Gunung Bintang
Awai, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Karau Kuala, Kccamatan
Mangkatip dan Kecamatan Jenamas;

k) Peruntukan pertambangan kapur di Kecamatan Gunung Bintang
Awai;

I} Peruntukan pertambangan bijih besi di Kecamatan Gunung Bintang
Awai; dan

m) Peruntukan perlambangan emas di Kecamalan Gunung Bintang

Awai, Dusun Urara dan Dusun Selatan.

7. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman pecdesaan di Kabupaten Barito Selatan
prosentasenya lebih tinggi dibanding dengan permukiman pada kawasan
perkotaan. Hal ini disebabkan mayoritas wilayah Kabupaten Barito Selatan
yang termasuk dalam kawasan pedesaan. Pada kawasan ini peningkatan
kegiatannya diarahkan untuk permukiman dengan [asilitas penunjangnya
dan terdapat kawasan pertanian untuk kegiatan usaha. Di kabupaten
Barito Selatan kawasan yang didefinisikan scbagai kawasan permukiman
perkotaan adalah hirarki 1 (k1) di kecamatan dusun selatan vang juga
merupakan PKW Barito Selatan dan ibukota kabupaten. sclanjutnya yang
termasuk kota hirarki II (k2) yakni wilayah perkotaan di kecamatan Karau
Kuala dan Gunung Bintang Awai vang juga merupakan PKLp Barilo
Selatan. kota hirarki IIT (k3} merupakan PPK mencakup wilayah perkotaan
di kecamatan dusun utara, Dusun Hilir dan Jenamas. Selain itu terdapat
kota yang berperan sebagai PPL mcliputi Desa Tarusan, Patas dan

Kalahien.



8. Kawasan Perikanan

Kawasan yang dapat terus dikembangkan sebagai tempat budidaya
perikanan darat yang dapat diidentifi- kasi, khususnya di daerah
Kecamatan Dusun Selatan dan Karau Kuala yang dapat terus
dikembangkan scbagai daerah perikanan karena banyak memiliki sumber

air yang dapat ditampung dan dikembangkan sebagai budidaya ikan.
1. Perairan Perikanan Tangkap

Kabupaten Barito Selatan memiliki Daerah Aliran Sungai {DAS)
Barito dengan panjang * 233,64 km. khusus yang melintasi Wilayah
Administrasi Kabupaten Barito Selatan, di daerah aliran sungai tersebut
bermuara anak-anak sungai serta terdapat danau danau Oxbow, danau
limpasan banjir dan bentangan rawa-rawa limpasan banjir { Tavap ).
Kawasan-kawasan ini mempunyai potensi untuk perikanan budidaya,
Perikanan tangkap dan daerah (inti) konscrvasi serta dapat pula menjadi

bisnis agrowisata.

2. Perairan Perikanan Budidaya. Sarana eksisting yang ada terdiri dari:

a) Keramba Percontohan di Rantau Kujang dan Mangkatip masing-
masing 1 umnit.

b) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI} di di Kecamatan Mangkatip 100 Ha

c) Balai Benih Ikan (BBI) di Palurejo Kec. Gunung Bintang Awai 2,5 Ha.

d) Stasiun Benih Ikan Lokal di Mangkalip 0,25 Ha.

g) Slasiun Pendaratan Ikan Perairan Umum (SPIPU) & Pasar Benih Kee.
Dusun Selatan 0,25 Ha.

3. Kawasan Minapolitan, Agropolitan dan budidaya perikanan air tawar
“Beje” dan kawasan wisuala, kabupaten Barito Sclatan juga merupakan
basis budidaya perikanan dengan ditunjuknya kawasan Minapolitan
yvang akan dibangun. Berdasarkan Keputusan Menleri Kelautan dan
Perikanan Nomor Kep.32/ MEN/2010 Tanggal 14 Mei 2010 Tentang
Penetapan Kawasan Minapolitan. Adapaun lokasi yang dicadangkan
adalah “kawasan Buntok Seberang” melipuli Desa Jelapat, Buntok Kota,
Muara Ripung, Danau Masura, Kalahien, Madara, Pararapak dan Penda
Asam.

8. Kawasan Pariwisata Jenis obyck wisata di Barilo Selatan dapat dibagi
menjadi obyek wisata alam, obyck wisata minat khusus dan obyek
wisata sejarah dan budaya. Adapun obyek wisata yang lerdapat di

Kabupaten Barito Selatan adalah :



Tabel 6.10
Nama, Lokasi dan Jenis Kawasan Wisata Di Kabupaten Barito Selatan

No. | Nama . Lokasi | Jenis L
1 | Wisata Danau Sanggu Danau Sanggu Wisata Alam |
2 | Tanaman Anggrek Alam Desa Sanggu Wisata Alam,
Pendidikan
3 | Hutan Tunggal / Arboretumn | Desa Mangaris Wisata Alam
4 | Guang / Liang Lempang . Desa Polurcjo Wisata Alam
S | Gua Liang Ayah ' Desa Liang ) | Wisata Alam
6 | Gua Batu Uang _ | Desa Bintang Ara Wisala Alam
7 | Air Terjen Senangor Gunung Bintang | Wisata Alam,
Awali Wisata Sejarah
. _ | dan Budaya
8 | Situs Pegunungan Bawa Desa Bintang Ara ‘ Wisata Alam
9 | Terowongan Amis Sungai | Desa Bintang Ara Wisata Alam
| Ayuh
10 | Habitat Orang Hutan Desa Madara, Wisata Alam
Sanggu, Batilap,
! Batampang, dan
| | | Simpang Telo
11 | Air Hitam ' Desa Madara, Wisata Minat
' Sanggu, Batilap, Khusus
’ Batampang, dan
Simpang Telo
12 | Desa Terapung Desa Bambaler, | Wisata Minat
| — Dusun Simpang Telo | Khusus B
| 13 Gelanggang Dayung Danau | Desa D.Sadar Wisata Minat
wadar N Khusus ]
14 | Tugu Parasamiya Buntok Wisata Minat
Khusus
15 | Danau Malawen ' Desa Sanggu Wisata Minat
) ' ] Khusus
16 | Danau Sababilah Wisata | Desa Sababilah Wisata Minat
I Khusus
17 | Kerbau Rawa Desa Rantau Wisata Sejarah
Bahuang | dan Budaya
18 | Seni Tari Dadas Buntok | Wisata Sejarah
) | dan Budaya |
19 | Seni Tari Bawo Buntok Wisata Scjarah |
. . dan Budaya
20 | Semni Tari Bulat Buntok Wisata Sejarah
| ) dan Budaya |
i 21 | Seni Tari Giring-Giring i Pendang Wisata Sejarah
I B ) dan Budaya
22 | Upacara Ritual /Adat Wara = Kalahien, Parapak, Wisata Sejarah
Mabuan, Tanjung dan Budaya
’ Jawa, lembeng
23 | Upacara Ritual / Adat | Kalahicn, Parapak, | Wisata Sejarah
Wadian Mabuan, Tanjung , dan Budaya
Jawa
24 | Upacara Ritual / Adat | Kalahien, Parapak, Wisata Scjarah
Wadian Mabuan, Tanjung dan Budaya
Jawa, lembeng




9.Kawasan Industri Pengembangan kawasan peruntukan industri di
wilayah Kabupaten Barito Selatan, meliputi:
1. Kawasan peruntukan industri besar
a) Kawasan industri karet di Kecamatan Dusun Selatan
b) Kawasan industri Crop Palm Qil (CPO) di Kecamatan Dusun Utara
c) Kawasan industri pencampuran batubara di sepanjang sungai Barito
Kecamatan Dusun Utara, Dusun Sclatan, Karau Kuala, dan Dusun
Hilir.
2. Kawasan peruntukan industri sedang :
a) Kawasan industri rotan di Kecamalan Dusun Hilir, Dusun Utara,
dan Dusun Selatan
b} Kawasan industri kayu di Kecamatan Gunung Bintang Awai
c} Kawasan induslri pengolahan bahan konstruksi dan jalan di
Kecamatan Dusun Selatan.
4. Kawasan peruntukan indusiri rumah tangga :
a) Kawasan industri anyaman rolan dan purun di kecamatan Karau
Kuala, Jenamas, Dusun Hilir dan Dusun Selatan.
b) Kawasan industri penganekaragaman pangan di kecamatan Dusun

Selatan dan Gunung Bintang Awai

6.3. Arah KebijakanFokus Pengembangan Pangan, Infrastruktu dan
Energi

Program Prioritas Kepala derah ditetapkan sesuai dengan janiji
Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan
disusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi priorilas

pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun,

6.3.1. Strategi 1. Akselerasi Pengembangan Sektor Pangan
6.3.1.1. Pengembangan Pangan

Kebutuhan pangan merupakan urusan wajib pemerintah baik
tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Barilo Selatan. Namun
mengingat komoditas pangan merupakan kemoditas primer yang politis,
maka keberadaannya akan selalu bersifat primer, namun ketersediaannya
bersifat politis, sehingga potensi pengembangnnyva akan didukung, namun
mekanisme pasarnya akan dibatasi kebijakan. Untuk ilu upaya penyediaan
pangan akan diarahkan pada 2 fokus utama yaitu penyediaan komoditas
pangan utama dan diversifikasi pangan. Beberapa strategi utama investasi

folcus pada pengembangan komoditas pangan adalah;



Strategi 1. Pemectaan Lokus dan Focus Pengembangan Komoditas

Pangan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam hal ini menetapkan
lokus  pengembangan jenis-jenis  komoditas pangan  berdasarkan
pendekatan teknis (pertanian) maupun pendekatan kelembagaan (RTRW).
Strategi ini ditujukan agar investor dapat lebih fokus memilih lokasi
produksi, menghitung nilai ekonomis yang akan didapatnya secara
berkelanjutan, menimalisasi potensi konflik pemanfaatan ruang,
menghitung biaya produski, distribusi, dan mempertimbangkan sumber
sarana mnput. Lokus tidak hanya diasumsikan produksi padi, namun dapat

Juga diversifikasi komoditas pangan.

Berdasarkan data BPS (2015) produksi padi tertinggi pada
Kabupaten Kapuas yang mencapai 373.551 ton, kemudian diikud
Kabupaten Pulang Pisau yang mencapai 163.228 ton dan Kabupaten Barito
Seltan urutan ketiga . Adapun luas pancn dan produksi padi di Kalimantan

Tengah seperti pada Tabel 6.12.,

Tabel 6.12
Luas panen dan Produksi Padi di Kalimantan Tengah
i"NO. :' | Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton)
I Kotawaringin Barat 9.855 31.576
2 | Kotowaringin Timur 14.012 45.807
3 | Barito Selatan 96.885 373551 |
4 | Barito Utara 7.339 23.268 '
2 Sukamara ' 11.913 30717
6 | Sukamara 2.698 8.057
7 | Lamandau ' - 11.052 20.047 |
8 | Seruyan 5.089 13.926
' 9 T Kalingan ' 18.875 63.895 |
10 | Pulang Pisau 43.831 '  163.228
11 | Gunung Mas 3.532 T 8. 334
12 | Barite Timur - B.819 ? 31.042
13 | Murung Raya ] 7.729 17.837
14 | Palangka Raya ' | 58 122
| Total 242 488 | 836.207

| Sumber: BPS Provinsi Kalteng, 2015



Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia bekerja
sama untuk membuat program pencetakan 17.000 hektar lahan sawah
baru di Kalimantan Tengah pada tahun 2016. Menurut rcncana lahan
terscbut tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
Pencetakan sawah tersebut mcrupakan bentuk kerja sama Kementerian
Pertanian dan TNl dalam bidang ketahanan pangan, vang sebelumnya
juga sudah memiliki kesepakatan dengan pemerintah provinsi melalui
Dinas Pertanian dan Peternakan Kalimantan Tengah.

Pencetakan sawah baru di sembilan kabupaten di Kalimantan
Tengah itu perinciannya adalah Barito Utara 1.500 hektar (ha), Barito
Selatan 2.000 ha, Barito Timur 1.500 ha, Kapuas 1.000 ha, Pulang
Pisau 4.235 ha, Katingan 5.000 ha, Gunung Mas 1.200 ha,
Kotawaringin Timur 200 ha, dan Seruyan 575 ha. Diharapkan dengan
adanya program pencectakan sawah baru ini akan mecningkatkan

produksi dan produktifitas padi di Kalimantan Tengah.

Strategi 2.Perhitungan Surplus dan Defisit Pangan

Pemerintah Kabupaten Barilo Selatan, dalam hal ini Dinas Pertanian
dan Perkebunan menghitung surplus dan defisit pangan agar dapat
dijadikan dasar penghitungan dan peminatan investor dalam menanamkan
modalnya di Kabupaten Barite Selatan, sebab surplus atau defisit

merupakan potensi atau peluang usaha bagi investor.
Strategi 3. Pengkajian Kebijakan Penanganan Surplus/defisit Pangan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini Dinas Pertanian
dan Perkebunan mengkaji kebijakan alau kelembagaan penanganan
surplus atau defisit pangan, hal ini diperlukan agar investor tidak
terkendala dengan kelembagaan yang ada, bahkan sebaiknya kelembagaan
vang ada menjadi salah satu kemudahan bagi investor dalam
menanamkan modalnya. Kebijakan yang menjadi fokus kajian adalah
kelembagaan yang berjenjang vaitu kebijakan penanganan pangan skala

Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah, maupun Kabupaten Barito Selatan.

Strategi 4.Penentuan Alternatif Kebijakan Pola Investasi Bidang
Pangan
Pemerintah Kabupalen Barito Selatan, dalam hal ini SKPD terkait

(adhoc) menyusun potensi alternatif investasi dalam mengembangkan

komoditas pangan mulai dari penyediaan data dan informasi yang akurat



dan mutakhir terkait, teknis (agronomis), keterscdiaan sarana dan
prasarana input, lokus dan kapasitas produksi, kelembagaan, potensi
dukungan kerjasama/kemiteraan dengan UMKMEK, dan dukungan

keuangan atau perbankan,
6.3.1.2. Pengembangan Infrastruktur

Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan urusan
wajib pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten
sesual dengan Iokus, status infrastruktur berikut kewenangannya. Namun
dengan banyaknya urusan wajib yang harus ditangani dengan sumber
pecmbiayaan pembangunan yang terbatas, maka kemampuan pemerintah
Kabupaten Barito Selatandalam mengalokasiakan anggaran untuk
penyediaan infrastruktur tidak akan optimal, baik untuk jangka panjang,
menengah, maupun pendek.

Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan sarana
pendukung bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi produktif, sehingga
keterbatasan akan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur, akan
berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dinamika sosial dan ekonomi
masyarakatKabupaten Barito Selatan.Namun, mengingat infrasturktur
merupakan sarana dan prasarana yang bersifat layanan publik, maka
akan sulit dilakukan transaksi antara penanam modal bidang
infrastruktur dengan masyarakat penggunanya. Artinya, peluang investor
menanamkan modalnya di bidang infrastruktur mungkin terrealisasi jika
di fasilitasi olech pemerintah Kabupaten Barito Sclatan dalam berbagai
bentuk alternalif kerjasama. Beberapa strategi utama investasi fokus pada

pengembangan infrastruktur adalah;

Strategi 1. Pemetaan focus dan lokus kebutuhan infrastrulktur
PemerintahKabupaten Barito Selatan, melalui SKPD  teknis
mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan sarana dan prasarana
infrastrukiur skala Kabupaten Barito Selatan, beserta kelengkapan data
dan informasinya, sehingga memudahkan baik bagi SKPD leknis maupun
investor dalam menganalisis pra, proses, dan pasca pembangunannys.
Dalam hal ini informasi tentang lokasi, jenis infrastruktur, dimensi,

kelembagaan, tersedia secara akurat dan mutakhir.



Kebutuhan infrastruktur sebaiknya diproyeksikan untuk kebutuhan
Jangka panjang, sechingga melahirkan konsistensi dan  potensi
keberlanjutan profit bagi investor dan menjamin kualitas layanan publik

dalam jangka waktu panjang.

Strategi 2. Penentuan Alternatif Kebijakan Pola Investasi Bidang
Infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Barito Selalanmelalui SKPD tcknisnya
mengkaji berbagai alternatif potensi kerjasama (KPS) vang regulatif, dengan
mengoptimalkan manfaal bagi publik. Alternatif modecl kerjasama juga
dapat digunakan scbagai materi promosi dan bargaining position dengan

pihak investor,

Strategi 3. Pengkajian Penyiapan Readiness Kriteria Infrastruktur
Pemerintah Kabupaten Barito Selatanmelalui SKPD (eknisnya
menyusun readiness criteria  dari  setiap kegiatan pembangunan
infrastruklur yang akan dibangun atau dikembangkan. Readiness Criteria
yang dimaksud meliputi kegiatan SIDLACOM (Survey, Investigation,

Desain, Land Acquisition, Construction, dan Operation and Maintenance).

6.3.1.3. Fokus Pengembangan Energi

Prospek ekonomi hijau di Indonesia hanya akan berhasil dengan cara
merubah perilaku masyarakat dalam konsumsi energi fosil. Pemerintah
sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal yang harus selaras dengan program
pengembangan ekonomi hijau, isu lingkungan hidup, perubahan iklim,
keanekaragaman hayati, dan penggunaan energi baru terbarukan {non-

fosil).

Data yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) (2011), konsumsi cnergi terbesar disumbangkan paling besar oleh
rumah langga dan kegiatan industri serta transporlasi. Regulasi untuk
meminimalkan penggunaan energi fosil cfektif untuk mengurangi dampak
cmisi gas CO2 (anpa melemahkan produktivitas perckonomian Indonesia
untuk tetap tumbuh stabil dan cepat harus menjadi pertimbangan utama.

Beberapa regulasi vang potensial adalah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 terkait dengan insentif
pengurangan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) bagi produsen

kendaraan LCGC {(Low Cost Green Car),



b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral {(ESDM) Nomor 22
Tahun 2012, terkait dengan pembelian tenaga listik panas bumi olch
PT. PLN.

¢. Peraturan Menteri Energi dan Sumbcr Dayva Mineral (ESDM) Nomor 10
Tahun 2012, tetang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi
Baru dan Energi Terbarukan. Tujuannya untuk mendorong penyediaan
cnergi yang berasal dari sumber energi baru dan energi terbarukan

Berdasarkan UU 23 tahun 2014, kebutuhan energi merupakan
urusan wajib Pemerintah Pusat dan Provinsi. Namun mengingat
komoditas energi merupakan komoditas primer yang politis, maka
keberadaan dan ketersediaannya akan seclalu bersifat primer, namun
mekanisme  pasarnya lebih  bersifat  politis, sehingga potensi
pengembangnnya akan didukung, namun mekanisme pasarnya akan
disesuaikan dengan recgulasi yvang ada. Uniuk itu, peran pemerintah
menjadi sangat penting sebagai fasilitator, agar mampu mengakomodasi
kepentingan konsumen scrta mengakomodasi kepentingan investor.

Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Barito Selatanini, upaya

penyediaan encrgi akan diarahkan pada 2 fokus utama yaitu penycdiaan

energl terbarukan dan atau pengolahan dan penyediaan energi. Beberapa

strategi ulama investasi fokus pada pengembangan energi adalah;

Strategi 1. Pemetaan dan Perhitungan Kebutuhan/ketersediaan Energi
Skala Lokal, Regional, Nasional

Pemerintah  Kabupaten Barito Selatanmclalui  SKPD teknis
mcnghitung dan memetakan kebutuhan energi skala Kabupaten Barito
Selatandan menyusun daftar wilayah/kawasan yang potensial untuk
aktivitas investasi di bidang energi, dimana aktivitas investasi energi yang
dimaksud difokuskan pada investasi penvediaan energi terbarukan dan

atau penyediaan tempat pengolahan bahan baku energi.

Strategi 2. Perhitungan Profit dan Benefit Pemenuhan Kebutuhan
Energi Lokal, Regional Nasional

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui SKPD tcknis terkait,
melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung manfaat sosial dan
ekonomi dari sctiap penanaman modal dibidang energi, sedangkan investor
melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung profit yang akan

diterimanya dalam jangka waktu tertentu (panjang).



Selanjutnya pemerintah Kabupaten Barito Selatanharus berhitung untuk
mencntukan pada titik pertemuan antara profit dan bencfit yang harus

disepakati kerjasama (KPS).

Strategi 3. Penentuan Alternatif Kebijakan Pola Investasi Bidang
Energi

Pemerintah Kabupaten Barito Selatanmelalui SKPD rteknisnya
mengkaji berbagai alternatif potensi kerjasama (KPS) yang regulatif, dengan
mengoptimaikan manfaat bagi publik. Alternatil model kerjasama juga
dapat digunakan sebagai maleri promosi dan bargaining position dengan
pihak investor. Prospck ckenomi hijau di Indonesia hanya akan berhasil
dengan cara merubah perilaku masyarakat dalam konsumsi energi fosil.
Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal vyang harus selaras
dengan program pengembangan ekonomi hijau, isu lingkungan hidup,
perubahan iklim, keanekaragaman hayali, dan penggunaan energi baru

terbarukan (non-fosil).

6.4. Arah Kebijakan Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan
(GrenInvestment)

6.4.1. Strategi 1. Pengolahan Limbah Sektor Pertanian, Perkebunan,
Peternakan dan Perikanan Menjadi Sumber Energi Baru

Berdasarkan Rencana Struktur Ruang Wilayahdi Kabupaten Barito
Selatan lentang Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan
adalah sebagai berikut ;

1. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
a . Sistem Jaringan Air Limbah domestik

Sistem instalasi pengolahan air limbah sistem setempat (IPAL on-
site) Penanganan air limbah sistem setempat (on-site) yaitu penanganan air
limbah di lokasi setempat untuk me- layani perorangan atau
sekelompok warga yang dikelola oleh warga setempat dengan
penggunaan teknologi tepat guna/sedecrhana. TPAL off site system di
sSanggu Kecamatan Dusun Selatan sistem instalasi pengolahan air limbah
sistem terpusat (IPAL off-site) Penanganan air limbah sistem terpusat (ofl-
site) yaitu penanganan air limbah untuk mclayani sejumlah penduduk
yang dikelola oleh suatu lembaga dengan penggunaan teknologi tinggi.

IPAL off site sistem di Sanggu Kecamatan Dusun Selatan.



b. Sistem Jaringan Air Limbah Industri

Sedangkan wuntuk sistem jaringan air limbah industri harus

memenuhi ketentuan sebagal berikut :

1. Penanganan air limbah sistem pengolahan limbah domestik terpadu,

sistem septik tank komunal, sistem sep- tik tank individual, untuk

kawasan perkotaan Dirancang dengan baik, meliputi pecnampungan dan

pem- buangan yang segera limbah industri, agar tidak menimbulkan

penyebaran penyakit, kimia, dan fisis.

2. Rencana pengembangan instalasi pengolahan air limbah (TPAL) di

Mangaris dan Sanggu Kecamatan Dusun Selatan;

o]

. Pengembangan IPAL secara mandiri di kawasan industri

4. Perencanaan sistern harus memperhatikan kondisi dan karakter tapak,

serla harus dibuat di atas rencana letak topografl dari tapak.

5. Pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit,

hotel, restoran dan rumah tangga.

6. Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan di Kabupaten

Barito BSelatan meliputi rencana persampahan, rencana kebutuhan

sanitasi dan limbah, rencana sistem drainase rencana pengelolaan

sanitasi dan limbah antara lain terdiri dari :

a) Sistem Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase vyaitu sistem jaringan drainase terpadu di

pusat-pusat kegiatan, terutama di Buntok, Bangkuang, dan Tabak

Kanilan.

b) Sistem Jaringan Persampahan

Berdasarkan kondisi yang ada, maka arahan rencana

pengembangan sistem persampahan di Kabupatcn Barito Sclatan adalah

sebagai berikut:

a)

b)

Tempat pembuangan sampah sementara [TPS) dapat menggunakan
container yang ditempatkan di pasar, pusat kegiatan penduduk,
sekitar permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial lainnya.
Pengadaan Dump Truck (kendaraan pengangkul sampah dari TPS ke
TPA)

Tempat pembuangan akhir (TPA} yvang ada, diperlukan suatu kajian
pengembangan TPA di lokasi tersebut, apakah diperlukan perluasan
areal guna memungkinkan pengembangan sistem pengolahan
sampah vang lebih baik atau memindahkan lokasi TPA yang jauh
dari pusat perkotaan dan pedesaan, dilakukan melalu
pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pola sanitary landfill

dengan lokasi di Pamangka madara (vang dalam hal ini1 patul dikaji)



dengan cakupan wilayah layanan Kecamatan Dusun Selatan,
Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan karau Kuala, juga
Jauh dari kawasan permukiman penduduk.

d) Pengadaan Incincrator (alal untuk memproscs sampah melalui
pembakaran hingga menjadi abu sccara terkendali dengan emisi gas
buang yang aman).

¢} Sosialisasi masyarakat tentang hidup sehat akan arti pentingnva
menjaga lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah rumah
tangga dan industri.

fj Sosialisasi pembuatan kompos pada masvarakat yang merupakan
salah satu cara mengolah sampah organik agar dapat dimanfaatkan

kembali yakni dengan mengelola sampah menjadi pupuk.

Komoditi unggulan Prioritas Kabupaten Barilo Selatan vaitu sektor
Pertambangan dengan komoditi unggulan adalah batu bara, batu gamping,
kuarsa, granit. Sedangkan sektor pendukung yakni; perkebunan,
pertanian, perikanan, peternakan dan jasa. sektor pertanian komoditinya
adalah jagung, kedelai, ubi jalar, dan ubi kayu, Sektor Perkcbunan
komoditi unggulannya adalah Kelapa Sawit, Kakao, Karet, Kopi, Kelapa,
dan Lada. Sub sektor perikanan komeoditi yang diunggulkan vaitu budidaya
keramba dan budidaya kolam, sektor peternakan komoditinya adalah sapi,
babi, domba, kambing, dan kerbau,

Pakan dalam melakukan usaha budidaya ternak, merupakan salah
satu sarana produksi yang amat penting dan sangat strategis, karena
kecukupan dan mutunya vang sccara langsung berkorelasi dengan
performan ternak. Keterbatasan pakan dapat menyebabkan daya
tampungternak pada sualu daerah menurun atau dapat menvebabkan
gangguan produksi dan rcproduksi. Hal ini dapal diatasi bila potensi
pertanian/industri maupun limbahnya dapat dioptimalkan
penggunaannya sebagai bahan pakan ternak. Penggunaan bahan pakan
alternatif sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal, antara lain bahan
pakan tersebut tersedia dalam satu tempat dalam jumlah yang banyak,
sehingga untuk memperolehnya tidak membutuhkan biaya vang besar.

Limbah adalah sisa atau hasil ikutan dari praoduk utama limbah.
Limbah pertanian adalah bagian tanaman pertanian diatas tanah atlau
bagian pucuk, batang yvang tersisa setelah dipanen alau diambil hasil
utamanya dan merupakan pakan alternatif yang digunakan sebagai pakan

ternak.



Berbagai hasil ikutan pertanian dapat dijadikan sebagai sumbecr bahan
pakan baru baik untuk lernak ruminansia maupun ternak unggas.
Sumber limbah pertanian diperoleh dari komoditi tanaman pangan, dan
ketersediaanyu dipengaruhi oleh pola tanam dan luas arcal panen dari
tanaman pangan di suatu wilayah. Jenis limbah pertanian sebagai sumber
pakan antara lainlimbah tanaman kelapa sawil, padi, tanaman jagung,
tanaman kedelai, tanaman kacang tanah, tanaman ubi kayu, tanaman ubi
jalar, dan lain-lain.

1. Kelapa Sawit.

Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah mempunyai potensi

daya dukung untuk pengembangan peternakan,yaitu scbagai sumber
pakan baik pakan hijauan maupun pakan dari limbah pengolahan minyak
kelapa sawil. Salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan
ternak adalah solid. Sebagai teladan bagi Kabupaten Barito Selatanadalah
produksi limbah di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 18-21
t/hari/pabrik.
Bila limbah tersebut dimanfaatkan sebagai pakan, jumlah terscbut dapat
menampung + 135.000 ekor sapi/hari. Solid mengandung bahan kering
81,06%, protein kasar 12,63%, seral kasar 9,98%, lemak kasar 7,12%,
kalsium 0,03%, fosfor 0,003%, dan energi 154 kal/ 100 g. Pemberian solid
dalam bentuk segar sccara ad libitum kepada sapi PO jantan memberikan
pertambahan bobot badan harian (PBBH) 770 g/ekor/hari. Pada domba,
pemberian solid 1% dari bobot badan, baik dalam bentuk segar, complete
teed block (CFB) tanpa fermentasi maupun CFB fermentasi masing-masing
memberikan PBBH 45, 64, dan 83 g/ekor/hari.

Solid merupakan salah satu limbah padat dari hasil pengolahan
minyak sawil kasar. Di Sumatera, limbah ini dikenal sebagai lumpur
sawit, namun solid biasanya sudah dipisahkan dengan cairannya sehingga
merupakan limbah padat. Ada dua macam limbah yang dihasilkan pada
produksi CPO, yaitu limbah padat dan limbah cair. Saat sekarang ini
produksi limbah solid di dua pabrik pengolahan CPO. Jumlah limbah solid
vang dihasilkan berganiung pada TBS yang diolah. Produksi TBS akan
makin bertambah pada masa mendatang seiring dengan makin luasnya
area perkebunan kclapa sawit yang berproduksi. Diharapkan dalam setiap

10.000 ha berdiri satu pabrik pengolahan CPO.



Pemeliharaan ternak (sapi) sebag iusaha sambilan kurang
menguntungkan apabila memanfaatkan solid sebagai pakan karcna akan
menambah biaya produksi, berupa biaya angkut dari pabrik ke lokasi
peternak. Kondisi ini dapat menghambat adopsi teknologi pemanfaatan
solid. Solid akan dimanfaatkan secara luas oleh pelernak apabila
pemeliharaan ternak bersifat komersial misalnya penggemukan. Strategi
yang dapal ditempuh untuk memaksimumkan pemanfaatan solid sebagai
pakan adalah melalui kemitraan antara petani dan pemerintah daerah
ataupun pihak swasta.

Industri kelapa sawit menghasilkan limbah yang berpotensi sebagai
pakan ternak, seperli bungkil inti sawit, scrat perasan buah, tandan buah
kosong, dan solid . Bungkil inti sawit mempunyai nilai nutrisi yang lebih
tinggi dibanding limbah lainnya dengan kandungan protein kasar 15% dan
energi kasar 4.230 kkal/kg sehingga dapat berperan sebagai pakan
penguat (konsentrat). Namun, bungkil inti sawit di Kalimantan Tengah
merupakan komoditas ekspor yang harganva relative mahal sehingga
bukan merupakan limbah, dan akan menjadi bahan pakan yang mahal
bila diberikan pada ternak. Scrat perasan buah dan tandan buah kosong
bersama-sama dengan cangkang biasanya dibakar dijadikan abu untuk
dimanfaatkanm scbagai pupuk sumber kalium.

Perluasan kebun kelapa sawit di Kalimantan Tengah ditargetkan
mencapai area 1.557.752 ha. Apabila tanaman kelapa sawit sudah
berproduksi semua, dan setiap 10.000 ha terdapal satu pabrik, maka
dalam kebun seluas itu akan terdapat 155 pabrik pengolahan kelapa sawit,
Apabila tiap pabrik rata-rata menghasilkan solid 20 {/hari maka setiap
hari akan diperoleh 3.100 ton solid. Apabila seekor sapi dapat
mengkonsumsi solid + 20 kg/hari (jumlah vang biasa diberikan peternak
pada sapi dengan rata-rata bobot badan 250 kg,
maka produksi limbah tersebut akan dapat mencukupi kebutuhan pakan
bagi + 155.000 ekor sapi/ hari. Dengan demikian, keberadaan perkebunan
kelapa sawit sangat menpengembangan peternakan baik dalam skala
menengah maupun besar. Apalagi saat ini perkebunan kelapa sawit di
Kalimantan Tengah berkembang cukup pesat dengan target area 1.557.752
ha yang terschar di Kabupalen Kotawaringin Barat 644.845 ha,
Kotawaringin Timur 700.000 ha, dan sisanya 212.857 ha terscbar di

Kabupaten Barilo Utara, Barito Selatan, Kapuas, dan Palangkaraya.



Perkebunan kelapa sawit mempunyai potensi daya dukung untuk
pengembangan peternakan sebagai sumber pakan ternak, baik yang
berupa hijavnan yang tumbuh di kawasan pcrkebunan maupun limbah
pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (crude palm oil = CPQ). Melalui
keterpaduan dengan tanaman perkebunan, upaya pcngembangan ternak
ternyata menunjukkan hasil yang positif .

Pemanfaatan solid sebagai pakan tcrnak diharapkan dapat
membantu mengatasi masalah ketersediaan pakan terutama pada musim
kemarau, serta meningkatkan produktivitas ternak, Ratarata pertambahan
bobot badan harian(PBBH) sapi milik petani di Kabupaten Kotawaringin
Barat yang lidak diberi pakan solid jauh di bawah PBBII lernak yang diberi
solid, yaitu hanya 250 g/ekor/ hari . Hal ini disebabkan kualitas dan
kuantitas pakan yang diberikan, dalam hal ini rumput alam, relatif rendah.

Limbah kelapa sawit berupa solid berpotensi sebagai sumber nutrisi
untuk ternak karena mengandung protein kasar 12,63% dan energi 154
kal/100 g, ketersediaannya melimpah, berkelanjutan, dan tidak bersaing
dengan kebutuhan manusia. Pemanfaatan solid sebagai pakan tambahan
dipengaruhi oleh system produksi, dan menguntungkan pada
pemeliharaan dengan orientasi komersial (penggemukan). Peran aktif
pemeriniah daerah dan atau industri pengolah minyak kelapa sawit sangat
diperlukan untuk memasyarakatkan pemanfaatan solid secara lebih
luas.annya untuk peningkatan produksi daging (penggemukan),
Pemanfaatan solid sebagai pakansuplemen ternak hanya menguntungkan
pada usaha penggemukan atau berorientasi komersial.

2. Padi

Padi (beras) merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia.
Pemanfaatan padi sebagai pakan ternak terutama ternak unggas sangat
bersaing dengan kebutuhan manusia. Akan tetapi limbah dari tanaman
padi sangat berpotensi untuk dijadikan pakan ternak. Limbah tersebut
berupa jerami, dedak, dan bekatul.

a. Jerami padi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia.

Penggunaan jerami padi sebagai pakan ternak telah umum

dilakukaen di daerah tropik, terutama sebagai makanan ternak pada
musim kemarau. Jumlah jerami yang dihasilkan dalam satu hektar

padi sawah adalah sebanyak 1,44 kali dari jumlah hasil panennya.



Dengan mengetahui jumlah jerami yang dihasilkan maka dapat
diketahui juga daya tampung ternak dalam satu heklar sawah dalam
satu tahun. Sebagai contoh perhitungannya adalah sebagai berikut :

- Produksi padi sawah tadah hujan/rawa dengan asumsi panen 1 kali
dalam satu tahun dengan hasil rata-rata sebanyak 4 ton/ha, maka
jumlah jerami yang dihasilkan sebanyak = 1,44 x 4 = 5,76 ton/ha.

- Jika konsumsi ternak per hari sebanyek 8 kg/ekor/hari maka
konsumsi ternak perekor/tahunnya adalah sebanyak 1 tahun = 8 kg
x 365 hari = 2920 kg/tahun.Maka tiap hektar = 5760 kg/ha : 2920
kg/tahun = 1,97 dibulatkan menjadi 2 ekor ternak/ha/tahun.

Sclain potensi ketersedian bahan bakunya penggunaan jerami padi
sebagal makanan ternak mengalami kendala terutama disebabkan
adanya faktor pembatas dengan nilai nutrisi yvang rendah vyaitu
kandungan protein rendah, serat kasar tinggi, scrta kecernaan rendah.
Untuk mengaltasi hal tersebut maka pemanfaatan jerami padi sebagai
pakan ternak ruminansia perlu diefeklifkan, vaitu dengan dilakukan
dengan cara penambahan suplemen atau bahan tambahan lain agar
kelengkapan nilai nutrisinya dapat memenuhi kebutuhan hidup ternak
secara lengkap sekaligus meningkatkan daya cerna pakan (Rahadi. S,

2008).

. Dedak dan bekatul sebagai limbah dari penggilingan padi, dapat
dimanfaatkan sebagai pakan ternak unggas dan ternak ruminansia.
Banyaknya dedak vang dihasilkan tergantung pada cara pengolahan.
Dedak kasar dapat dihasilkan sebanyak 14,44%, dedak halus scbanyak
26,99%, bekatul scbhanyak 3% dan 1-17% menir dari berat gabah
kering. Berdasarkan hasil analisa laboratorium Balai Pengujian Mutu
dan Sertifikasi Pakan (2014), kandungan protein kasar dalam dedak
padi merah cukup tinggi, vyaitu schesar 11,57%. Sedangkan
kandungan serat kasarnya cukup Unggi vaitu sebesar 14,78%. Untuk
dedak padi putih kandungan protcin kasarnya sebesar 7,41%,
sedangkan serat kasarnya sangat tinggi yaitu sebesar 29,86%.
Tingginya kandungan serat kasar tersebut merupakan penyebab
terbatasnya penggunaan dedak dalam ransum ternak, terutama ternak

unggas.



3. Tanaman Jagung

Setelah produk utamanya dipanen hasil ikutan tanaman jagung
dapat dijadikan sebagai pakan ternak ruminansia, vaitu berupa jerami,
klobot dan tongkol jagung baik sebelum atau sesudah melalui proses
pengolahan. Jumlah produk ikutan jagung dapat diperoleh dari satuan
luas tanaman jagung antara 2,5-3,4 ton bahan kering per hektar yang
mampu menyediakan bahan baku sumber serat/pengganti hijauan untuk
1 satuan ternak (bobot hidup setara 250 kg dengan konsumsi pakan kering
3% bobot hidup) dalam selahun.

4. Tanaman Ubi Kayu

Tanaman ubi kayu {Cassava) merupakan makanan pokok nomor tiga
setelah padi dan jagung di Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman
tropis yang potensial dan sangal penting sebagai pakan ternak sumber
energi (umbi) dan protein (daun) dalam jumlah besar. Limbah tanaman
ubl kayu dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak terbagi menjadi 2
bagian, yaitu : 1). Berasal dari lahan pertanian, berupa daun ubi kayu
setelah masa panen. Produksi biomass hijauan ubikayu terdiri atas daun,
tangkai daun dan batang.

Produksi daun merupakan proporsi lertinggi, yakni sebesar 61,6 %
pada pemanenan yang dilakukan saat tanaman berumur 4 bulan dengan
tinggl pemotongan sekitar 40 cm diatas permukaan tanah dari total
produksi bahan kering sebesar 1.434 kg/ha. 2). Berasal dari pabrik
pengolahan ubi kayu menjadi tepung tapioka atau indusiri makanan
berupa kulit ubi kayu, potongan-potongan yang tidak bisa masuk ke mesin
penggiling dan onggok. Akan tetapi penggunaan umbi dan daun ubi kayu
dalam ransum ternak cukup terbatas dikarenakan adanva faktor pembatas
berupa racun asam sianida (HCN). Bebcerapa proses pengolahan yang
dapat dilakukan untuk menurunkan kadar HCN dalam ubi kayu adalah
pengeringan, pcrendaman, perebusan, f[ermentasi dan kombinasi proses-
proses inl. Sedangkan untuk daunnya, kandungan HCN dapat diturunkan
dengan pengeringan, perebusan atau penambahan metionin atau senyawa
lain yang mengandung sulfur. Penggunaan ubi kavu dalam ransum ternak
unggas sebesar 5-10% dan untuk ternak ruminansia sebesar 40-90%.
Limbah dari tanaman ubi kayu yang mcrupakan hasil sampingan dari

industri tapicka adalah onggok.



Onggok memiliki nilai gizi sedikit lebih rendah dari ubi kayu, akan tetapi
mempunyal kandungan BETN vang relatif tinggi sehingga dapal digunakan

sebagai bahan baku pakan sumber energi bagi ternak.

5. Tanaman Lainnya

Limbah pertanian lainnya vang dapat dimanfaatkan sebagai pakan
pendukung untuk iternak tcrutama ternak ruminansia antara lain kulit
buah nanas, bungkil kacang tanah, pucuk tebu, jerami kedele, jerami
ketela rambat, jerami kacang tanah scrta limbah berupa sayur-sayuran

vang sudah lidak termanfaatkan untuk manusia.

Limbah-limbah perianian tersebut rata-rata memiliki kandungan
serat kasar yang tinggi, namun kectersediaannya cukup melimpah dialam
schingga perlu adanya pemanfaatan yang lebih lanjut dengan sentuhan
teknologi yang dapat mengubah bahan baku terscbut menjadi pakan
bergizi dan sumber energi bagi (ernak sehingga dapat dimanfaatkan

sebagai bahan pakan terutama ternak ruminansiza.

6.4.2, Strategi 2. Pemetaan dan Penyediaan Lahan Kritis Untuk
Perluasan Lahan Kelapa Sawit dan Hutan Tanaman
Industri (HTI}

Berdasarkan formasi bebatuannya Kabupaten Barito Selatan berasal
dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Informasinya untuk
pengembangan wilayah meliputi  potensi kesuburan tanah, bahan
tambang, air tanah, daya dukung dan kerawanan fisik.

Berdasarkan f{ormasi batuannya, potensi kesuburan tanah di
Kabupalen Barito Selatan tidak tinggi. Penycbaran formasi batuannya
terdiri dari: Aluvium, endapan sungai dan laut; wilayah berawa dan
bergambut; Batuan sedimen yang kayva akan mineral kuarsa. Sclain
itu,terdapat Batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dengan sedikit
material vulkanik; Batuan beku; Batuan vulkanik tua, menghasilkan jenis
tanah yang kaya unsur hara..

1. Jenis Tanah

Jenis tanah daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang
terdapat pada daerah hulu utara. Jenis tanah yang terbentuk erat
hubungannya dengan bahan induk {geologi}, iklim dan keadaan medannya.
Sceara garis besar, jenis tanah yang terdapat di wilayvah Kabupaten Barita

Selatan adalah scbagai berikut:



Aluvial, dijumpai di sepanjang kiri kanan jalur aliran sungai Barito, mulai
dari bagian Selatan sampai ke Utara sungai Barito. Tanah endapan sungai
ini merupakan suatu tanggul sungai dataran banjir, terbentuk dari bahan
induk liat dan pasir. Lapisan-lapisan tanzhnya terlihat jelas bentuk
wilayah datar, warna coklat tua sampai coklat kekuningan, tekstur agak
halus, drainase agak terlambat dan reaksi tanah masam. Lebih masuk dari
tepi sungai daerahnya lebih rendah dan sering tergenang, sehingga
dijumpai tanah aluvial hidromorfik kelabu vang memanjang disamping
tanah aluvial, berselum dalam, terbentuk wama keclabu tekstur halus
sampal agak kasar, drainase terhambat dan reaksi tanah masam. Setelah
aluvial hidromorfik terdapat tanah gley yang berasosiasi dengan endapan
tanah organik yang telah mengalami pelapukan lanjut. Tanah yang
terbentuk dikenal sebagai tanah gley humus. Tanah ini sering berasosiasi
dengan organosol sehingga disebut tanah komplcks organosol - gley
humus, mempunyai solum dalam, warna gelap, tekstur dari halus sampai
sedang, drainase terhambal dan rekasi tanah masam. Solum dalam,
tekstur halus, kasar, warna dari cerah sampai gelap, drainase tergenang
periodik sampai baik, reaksi lanah basa kandungan garam tinggi sampai
sedang.

Regosol, dyjumpai menyebar dibagian tengah kabupaten Barito
Selatan. Tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan
pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai
berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar,
drainase baik dan reaksi tanah masam.

Padsolik, merupakan jenis tanah yang cukup luas di jumpai
menyebar di tengah sampai hulu sungai. Tanah ini telah mengalami
perkembangan lanjut, solum dalam, terbentuk dari induk batu liat, bentuk
wilayahnya berombak samapai agak berbukit, warna tanah coklat samapai
merah kuning, tekstur halus sampai kasar, drainase baik dan rcakasi
tanah masam. Jenis tanah lain adalah litosol yang mempunyai solum
dangkal dan berbatu, membentang di puncak perbukitan Muller dengan
ketinggian sekitar 500 sampai lebih dari 1.500 m keadaan medan yang
terjal dan curah hujan tinggi menyebabkan erosi yang cukup berat
sehingga terjadilah tanah dangkal berbatu.Untuk lebih jelasnya mengenai
jenis tanah dan penyebarannya di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat

pada Tabel 6.14.



Tabel 6.14
Jenis Tanah di Kabupaten Barito Selatan

f | =
) No. Jenis Tanah Luas (Ha) Pers::tase _‘
1. | Aluvial o 263.151,5 415
2. . (jrgannsr:.-l i.Gl.BQﬁé;H 20,8
. 3. | Podsolik ' ' 71.019,2 ' 1.2
4. | Podsol B 48,9257 , 7.7 |
p Litnsal 39.-948.3 6.3
B. |Kumfisgt 5 27.266,3 23
{ 7. | Regosal 52.630,3 82

Sumber : Budan lertanahan Nastenal Kabupaten Borito Seluatan, 2009

Organosol, merupakan tanah organik (tanah gambut) yang terdapat
disebelah Barat sungai Barito mulai dari sclatan hingga ke bagian Utara
Kabupaten Barito Selatan. Ketebalan gambut umumnya dalam (90 cm)
terdapat pada bentuk wilayah datar dan di daerah cekungan, warna merah
kehitaman sampai coklal tua, drainase sangat terhambat, reaksi tanah
sangat masam.

Podsolik, tcrletak menyebar di bagian tengah dan hilir. Solum agak
dangkal terbentuk dari bahan induk batu pasir (kwarsa) pada bentuk
wilayah berombak dan agak berombak, warna coklat tua kemerahan
sampal kuning pucat, tekstur scdang, drainase agak terhambat dan
reakasi masa,

Podsol,terletak di hulu Kabupaten Barito Sclatan serla sebelah
Barat sungai Barito. Tanah ini menyebar di daerah bergclombang,
mempunyai tektur yang halus, berwarna kecoklatan.

Regosol, lanah tersebut terlctak di Ulara bagian tengah dari

kabupatcn Barito selatan, yaitu kecamatan Dusun Ulara,

6.5. Arah Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Koperasi {[UMKM)

6.5.1. Strategi 1. Penerapan Tcknologi SBederhana Tepat Guna dan
Kemudahan Akses Teknologi

Stralregl inovasi daerah mcerupakan kebijakan strategis peningkatan
daya saing daerah, Berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka
pada ide-ide kreatif yang bermanfaai bagi kemajuan dacrah, dan

Menetapkan tujuan yang jelas dan capaian yang rasional.



Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kila

secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemnik /

holistik, ketidak linieran sifatnya, dan pentingnyva interaksi, kemitraan dan

sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah

untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa

disebut dengan kebijakan inovasi.

Strategi dan kebijakan inovasi pengembangan UMKM di Kabupaten Barito

Sclatan dapat dilakukan sebagai berikut yaitu

1) mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis,

2) memperkuat kclembagaan dan daya dukung iptck/litbang,

3) mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri pengolahan
(Perusda),

4} menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan
difusi inovasi dari hasil litbang,

o) mendorong budaya inovasi,

6) menumbuh kembangkan dan memperkual keterpaduan pemajuan
sistcm inovasi dan klaster industri nasional dan daerah, dan

7) penyelarasan dengan perkembangan global.

6.5.2. Strategi 2. Pembangunan Jaringan Distribusi Lokal Ke Pasar
Nasional dan Internasional

Mendorong UMKMK menjalankan strategi aliansi, yaitu slrategi
kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih
pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling
menguntungkan (memberikan manfaat] schingga dapat memperkuat
keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.
Pengembangan kerjasama kemilraan strategis dapat dilakukan untuk
setiap sektor. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala
usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama
produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun
berdasarkan  pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling
menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yvang akan menciptakan
keterkaitan usaha (lingkage) antara usaha mikro, kecil, menengah,
koperasi dan usaha besar. Kemitraan dengan usaha berskala besar
merupakan langkah strategis yang tepat untuk meningkatkan skala

UMKMEK.



6.5.3. Strategi 2. Pengembangan dan Penguatan Klaster UMKM
Berbasis Ekspor

Memanfaatkan instrumen Corporate Social Responsibility (CSR)
perusahaan-perusahaan yang berada di daerah untuk Icbih diarahkan
pada peningkatan kapasitas dan produktifilas UMKMK yang bergerak di
sektor-sektor  yang  diprioritaskan.  Peningkatan kapasitas dan
produktifitas UMKM ini dapat dilakukan dengan cara pengutan Klaster
UMKM berbasis ekspor. Adapun produk yang dimaksud seperti karet,

rotan dan hasil tambang,

6.6. Arah Kebijakan Fasilitasi, Kemudahan, dan Insentif Penanaman
Modal

6.6.1. Strategi 1. Percepatan Fasilitasi dan Kemudahan Pelayanan
Penananam Modal

Strategi fasilitas yang bisa diterapkan berupa fasilitas fiskal yang

dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak
penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu

2. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai
tingkat tertentu

3. Pembcbasan atau keringan bea masuk atas barang-barang impor vang
belum diproduks: dalam negeri

4. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas bahan baku untuk
produksi dalam negeri

5. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas barang
maodal yang belum dapat diproduksi dalam negeri

6. Percepatan penyusutan (amortisasi)

Strategl kemudahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kemudahan pelayanan PTSP

b. Pengadaan infrastruktur oleh pemerintah.

c. Kemudahan perizinan untuk untuk memperoleh hak atas tanah,
fasililas keimigrasian dan perizinan impor

d. Penyediaan data dan informasi terkait pecluang investasi

e. Penycdiaan sarana prasarana, lokasi dan pemberian bantuan teknis



6.6.2. Strategi 2. Pemberian Insentif

Stralegi yang dapat diterapkan dalam bagian ini adalah berupa
insentif bagi pelaku usaha di antaranva:
a. Memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan
b. Pengurangan dan pembebasan pajak
c. Pengurangan dan pembebasan retribusi

d. Pemberian bantuan modal dan dana stimulan
6.7. Arah Kebijakan Promosi Penanaman Modal
6.7.1. Strategi 1. Penguatan Koordinasi dan Kemitraan Yang Efektif

Peningkatan penanaman modal tidak dapat berjalan tanpa adanya
pcran serta lembaga yang terkait. Artinya ada kcberlangsungan dan
keberlanjutan koordinasi dan kemiteraan yang dibangun oleh Badan
Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan dengan
lembaga-lembaga lain (di dalam dan luar negeri). Koordinasi dan kemitraan
yang dibangun digunakan untuk membangun citra, membangkilkan
investasi dan pelayanan jasa investasi.Arah pengembangan penanaman
modal adalah penguatan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga-
lembaga lain dengan meperluas tawaran kepada calon investor yang tidak
hanya pada sekior yang bersifat jangka pendck tetapi juga jangka menegah

dan pajang yang disertai dengan adanya perbaikan lingkungan investasi.

6.7.2. Strategi 2. Peningkatan Kualitas Badan Promosi Investasi

Daerah

Di masa mendatang dengan luasnya wilayah Kabupaten Barito
Selatan dan strategisnya inveslasi bagi perekonomian dacrah menutut
pemahaman lebih akan calen investor, pembentukan citra, pengenalan
polensi, dan memelihara hubungan baik secara berkelanjutan sehingga
perlu ada peningkailan kualitas dan kreatifitas dari aparatur dalam
mempromosikan daerahnya masing-masing. Pada dasarnya, Badan
Promaosi Investasi Daerah dibentuk wuntuk mempermudah dan
mengkonsenterasikan aktifitas promosi investasi sehingga pembentukan,

peningkatan peluang dan pemeliharaan invetsasi menjadi lebih terjaga.

Setiap Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Barito Selatan harus
memberdayakan dan meningkatkan kreatifitas kegiatan pada Badan

Promosi Investasi Daerah. Badan tersebut bertugas adalah:



(1} Memberikan infarmasi kepada calon investor dan investor akan produk
investasi bary, dengan segala manfaatnya;

(2) Mevakinkan calon investor secara persuasive melalui media promosi
untuk menciptakan permintaan;

{31 Memebhhara hubungan baik meialui manajemen hubungan investor
(Customer Relationship Management), dan

(4} Memberikan nilai tambah (value added) bagi investor dalam investasi.

D SELATAN,



